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Jakana, Tl Januai 2024

Kepada Yth.

Dewan Komisaris PT PP Prcsisi Tbk
UP.: Bpk. l{ur Rochmad - Komisaris t tama PT PP Presisi Tbk
di

Tempat

Perihal : Permohonan Persetujuan Penetapan Piagam Audit lntemal PT PP PresisiTbk

Dengan hormat,

Berdasarkan:

1. Piagam Satuan Pengawasan lntemal PT PP Presisi Tbk Tanggal 6 Januari 2023 (Lampiran 1);

2. Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk Nomor 4'l Tanggal

24 Mei 2023 (Lampiran 2);

3. Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk Nomor 244lSl@PRE/DlRl/lll/2023 Tanggal 7 Agustus 2023

Perihal Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan Pada Fungsi Manajemen Peralatan (Lampiran 3);

4. Surat Keputusan Di Luar Rapat Direksi No. tr{O /SKDFUPPRE/DIR (ll/2023 Tanggal }3 Desember 2023
Perihal Persetujuan Penyusunan Piagam Audit lntemal PT PP Presisi Tbk (Lampiran 4);

5. Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk No. 40 tanggal?T Apnl2022 (Lamptan 5).

Dengan ini kamisampaikan bahwa, sebelumnya PT PP Presisi Tbk ('Perceroan")telah menetapkan dan memiliki
piagam satuan pengawas intem (Lampiran 1), namun dikarenakan adanya perubahan susunan pengurus

Perseroan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 dan perubahan nomenklatur jabatan struktur organisasi
Perseroan (Lampiran 3) serta adanya perubahan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri

Badan Usaha Milik Negara Republik lndonesia Nomor Per-ZMBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan

Kegiatan Korporasi Signffikan Badan Usaha Milik Negara fPERilEt{ BUMN Z2f), maka Perseroan perlu

menyesuaikan Piagam Audit lntemal dengan peraturan perundangan yang bedaku dan perubahan kebijakan

intemal tersebut di atas.

Mengingat Perseroan merupakan perseroan terbatas be.bentuk perusahaan publik, maka selain PERMEN BUMN

?23, Perseroan wajib menyusun dan menyesuaikan Piagam Audit lntemal tahun 2023 dengan tetap
memperhatikan syarat dan ketentuan yang diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 20'15 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit

Audit lntemal ('POJK 56/15').

Lebih lanjut, bahwa dalam penyesuaian Piagam Aud[ lntemal sebagaimana dimaksud di atas, bersama dengan

ini Direksi Perseroan telah menyatakan dan menyetujui penyusunan piagam sebagaimana tertera dalam Lampiran
4.

Bahwa mengacu pada Pasal 57 PERMEN BUMN 223, Pasal 10 POJK 56/15 dan anggaran dasar Perseroan
(Lampiran 5), dalam hal menyusun dan menetapkan Piagam Audit lntemal Perseroan, Direksiwajib mendapatkan
persetujuan dari Dewan Komisaris. Sehingga sehubungan dengan hal teBebut, berikut kami lampi*an pula drafr
Piagam lntemal Audit, untuk selanjutnya dapat didiskusikan dan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan

Komisaris Peseroan. Namun, Apabila terdapat usulan perubahan pada piagam tersebut, Dewan Komisaris dapat
memberikan tanggapan atas penyampaian sebagaimana dimaksud pada surat ini.

VP-CORSEC Mor-LEGAL*+ f{r
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Demikian surat ini kami sampaikan, besar harapan kami aksi korporasi ini dapat segera ditindaklanjuti dan disetuiui

besama. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur

Temhrsar:
1. Direksi PI PP PresisiTlk;
2. Arsip.
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BAB I
NOTA KESEPAKATAI{

DASAR PEMBENTUKAN PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN
a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas;
b. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01Ai1BU/2011 tanggal I Agustus 201 I

Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara:

c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-094,1BU/2012 tanggal I Agustus 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/201 I
tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governonce) pada Badan Usaha Milik Negara;

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ; 561POJK.0412015 tanggal 23 Desember
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intemal;

e. Surat Edaran dari Kementerian BUMN Nomor SE-2llvfBU/0712019 tanggal 29 Juli
2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui
Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan
Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intem;

f. Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk Nomor 40 Tanggal 27 Apil2022;
g. Pedoman Pelaporan Pelanggaran Nomor PPRE/AUDITOR INTERNAL/P/005 Tanggal

16Februai2022;
h. Pedoman Tata Kerja Direksi PT PP Presisi Tbk Tanggal 22 November 2021;
i. Pedoman Good Corporate Govemance PT PP Presisi Tbk Tahun 2019 Tanggal 17

September 2019;
j. Pedoman Code OfConduct PT PP Presisi Tbk Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021.

2. MAKSUD DAN TUJUAN PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERN
a. Sebagai bentuk penerapan pinsip Good Corporate Governance di lingkungan PT PP

Presisi Tbk dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia;

b. Sebagai landasan legal formal dan pedoman bagi Auditor Intemal dalam menjalankan
rugas dan wewenangnya secara efisiensi dan efektivitas;

c. Piagam ini disusun untuk menjadi panduan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai
dan memperbaiki operasional di lingkungan PT PP Presisi Tbk;

d. Agar pelaksanaan tugas Auditor Intemal dapat dicapai secara optimal tanpa

melampaui batas wewenangnyA terarah, dapat dipercaya dan tidak memihak;
e. Agar semua tugas dan wewenang Auditor Intemal dimengerti dan disepakati bersama

antar Direksi dan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk;
f. Agar semua tugas Auditor Intemal dapat diterima dan dipertanggung jawabkan secara

profesional oleh semua pihak yang berkepentingan.

3. MASA BERLAKUNYA PIAGAM dan PERUBAHAN
Piagam Satuan Pengawasan Intem ini berlaku efektif sejak tanggal disepakati dan

ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk dan apabila ada di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Piagam Satuan Pengawasan Intem ini, maka akan
diubah sebagaimana mestinya.

Selanjutnya Piagam Satuan Pengawasan Intern untuk disepakati dan ditandatangani
bersama antara Komisaris dan Direksi.
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PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam mengelola perusahaan, Direksi perlu melakukan pengawasan intemal baik di bidang

finansial, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan

lainnya agar kinerja yang dicapai dapat maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan kepada

pemegang saham. Untuk hal itu Direksi dibantu oleh Auditor lntemal.

Auditor Intemal dalam melaksanakan tugas, dengan persetujuan Direktur Utama memiliki
wewenang akses obyektif terhadap data / informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggung
jawabkan. Auditor Intemal di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Untuk maksud tersebut di atas, Dewan Komisaris dan Direksi PT PP Presisi Tbk sepakat

menerbi&an Piagam Satuan Pengawasan Intem ini, yang mengikat semua pihak terkait dalam

lingkungan PT PP Presisi Tbk.

Bekasi, 6 Ianluari 2023
PT PP Presisi Tbk

Komisaris

^/w

1. Yul Ari P muraharjo
Komisaris Utama

l. Rully Noviandar
Direktur Utama

2. Mohammad Arif Iswahyudi
Di rektur Keuangan. Manajemen
Ri

3. Muhammad arwis Hamzah
Direktur Operasi

4. b n
Perencanaan Bisnis &

HCM

3. Nur Rochmad
Komisaris lndependen

4. Indra Jaya Rajagukguk
Komisaris Independen

/C
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Direksi

2. Albert SM Simangunsong
Komisaris
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BAB II
SATUAN PENGAWASAN INTERN (AUDITOR INTER}IAL)

1. PENDAHULUAN
PT PP Presisi Tbk sebagai anak perusahaan dari PT PP (Persero) Tbk harus

mempertanggungiawabkan semua kegiatan dan hasil usahanya kepada pemegang saham

serta stukeholder lainnya secara transparan (transparency), akuntabel (accountability)'
dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), murdiri (independency), dan wajar
(fairness).

Dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance), Direksi PT PP Presisi Tbk wajib menyelenggarakan pengawasan intern.

Pembentukan dan aturan Auditor Intemal PT PP Presisi Tbk didasarkan pada:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER 01A4BU/201 I tanggal 1 Agustus 201 1

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governence) pada Badan Usaha Milik Negara;

3. Peratuan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/IVIBU/2012 tanggal 1

Agustus 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik (Gaod Corporate Gorernance) pada Badan Usaha
Milik Negara;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 561POJK.0412015 tanggal 23

Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Peny'usunan Piagam Unit
Audit Intemal;

5. Surat Edaran dari Kementerian BUMN Nomor SE-2|MBU10'112019 tarygal29

Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui
Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan

Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intem;
6. Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk Nomor 40 Tanggal 27 Apil2022;
7. Pedoman Pelaporan Pelanggaran Nomor PPRE/AUDITOR INTERNAL/P/005

Tanggal 16 F ebrua;i 2022;
8. Pedoman Tata Kerja Direksi PT PP Presisi Tbk Tanggal 22 November 2021;
9. Pedoman Good Corporate Govemance PT PP Presisi Tbk Tahun 20 19 Tanggal

17 September 2019;
10. Pedoman Code Of Conduct PT PP Presisi Tbk Tahun 2021 Tarygal 29

Desember 2021 .

Sehingga dasar hukum dalam melakukan pembentukan Piagam Satuan Pengawas

Internal PT PP Presisi Tbk sebagai berikut:
1. Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01,44BU/2011

menyebutkan:
a. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intem;
b. Pengawasan intem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

1) Membentuk Satuan Pengawasan Intem; dan
2) Membuat Piagam Satuan Pengawasan Intem

c. Satuan Pengawasan Intem sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1

adalah dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh
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Direktur Utama berdasarkan mekanisme intemal Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris / Dewan Pengawas;

d. Fungsi pengawasan intern:
I ) Evaluasi atas efektivitas pelaksana pengendalian intem, manajemen risiko,

dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan Perseroan;
2) Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang

keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan
kegiatan lainnya:

e. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intem
secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;

f. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intem
di Perseroan

2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :

56/POJK.04/2015 bahwa PT PP Presisi Tbk selaku badan usaha yang berbentuk
sebagai Perusahaan Publik wajib memiliki Unit Audit Intemal.

2. DEFINISI
2.1. Audit intemal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dar.

konsultasi yang bersifat independen dan objektifdengan tujuan untuk meningkatkan
nilai dan memperbaiki operasional PT PP Presisi Tbk, melalui pendekatan yang
sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

2.2. Unit Satuan Pengawasan Intem (untuk selanjutnya disebut sebagai 'AUDITOR
INTERNAL") adalah unit kerja di PT PP Presisi Tbk ("Perseroan") yang
menjalankan fungsi Audit Intemal.

3. VISI, MISI DAN TUJUAN
3.1. VISI

Menjadi mitra strategis yang profesional, independen, objektif dan memberikan
nilai tambah bagi manajemen dalam pencapaian visi dan misi Perseroan.

3.2. MISI
2.2.1 . Meningkatkan dan melindungi nilai Perseroan dengan memberikan asurans,

saran dan wawasan berbasis risiko yang objektif;
2.2.2. Melak*an evaluasi yang sistematis untuk meningkatkan efellivitas

pelaksanaan pengendalian intemal, pengelolaan risiko dan proses Good
C orpor ate Governanc e (GCG);

2.2.3. Mendukung implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
sesuai SNI ISO 37001:2016;

2.2.4. Merurgkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia sehingga menjadi
Auditor Intemal yang profesional, integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan
kompetensi.

3.3. TUJUAN
Tujuan Audit Intemal adalah untuk memberikan jasa Asurans dan Konsultasi yang
independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan
memperbaiki operasional Perseroan.

({h
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4. STRUKTURORGANISASI
3.1 . Unit Auditor Intemal Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang auditor intemal atau lebih;
3.2. Unit Auditor Intemal Perseroan di pimpin oleh 1 (satu) orang kepala Auditor

Intemal;
3.3. Kepala Auditor Intemal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas

Persetujuan Dewan Komisaris;
3.4. Dalam hal Kepala Auditor Intemal tidak memenuhi persyamtan sebagai auditor

intemal dalam Unit Auditor Intemal sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan
tugas, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Auditor Intemal, setelah

mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
3.5. Surat pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Auditor Intemal

segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3.6. Dalam Organisasi Perseroan Kepala Auditor Intemal berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Direknr Utama;
* Anggota Auditor Intemal Perseroan bertanggung jawab secara langsung kepada

Kepala Auditor Intemal;
3.8. Auditor Intemal Perseroan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- I (Satu) orang bertindak sebagai Kepala Auditor Intemal;
- I (Satu) orang Auditor Intemal bidang Operasional dan Bidang GCG;
- I (Satu) orang Auditor Intemal bidang Keuangan.

3.9. Susunan Tim Pemeriksa setiap obyek, terdiri dari Ketua Tim (ketua tim dapat

ditunjuk selain Kepala Auditor Intemal) dan para anggot4 sedangkan untuk
penanggung jawab pemeriksaan adalah Kepala Auditor Intemal;

3.10. Kedudukan Auditor Intemal Perseroan dalam struktur organisasi harus setara

dengan peran dan tanggung jawab dalam pengungkapan pandangan serta pemikiran
dari hasil evaluasi yang tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan manajemen dan
pihak lain (independen).

5. PERSYARATAN PROFESIONAL
Auditor Intemal Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

5.1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif,
memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dalam melaksanakan tugasny4
serta sesuai 7bb requirement yang telah ditetapkan Perseroan, antara lain:
5.t.1. Kepala Auditor Intemal memiliki tingkat pendidikan minimal Strata I (S 1)

baik jurusan teknik ataupun non teknik, mempunyai pengalaman minimal
sebagai Kepala Departemen bidang keuangan atau bidang operasional,
Kepala Divisi bidang Keuangan ataupun bidang Operasional;

5.1.2. Auditor Intemal bidang operasional memiliki pendidikan minimal Strata I
(Sl) jurusan teknik, mempunyai pengalaman di bidang pengendalian
operasi minimal selir,gkal Site Eng teering Manager;

5.1.3. Auditor Internal bidang keuangan memiliki pendidikan minimal Strata I
(S1) jurusan akuntansi/manajemen, mempunyai pengalaman di bidang
Akuntansi atau Keuangan minimal setingkat Site Administrasi Manager;

5.1.4. Auditor Intemal bidang GCG memiliki Pendidikan minimal Strata I (SI)
jurusan teknik / non teknik atau mempunyai pengalaman minimal setingkat
Site Administrasi Manager / Site Engineering Manager;

5.2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain
yang relevan dengan bidang tugasnya;

w 5
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5.3.

5.4

5.5.

5.6

5.7.

5.8.

5.9.

Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar

modal dan peraturan perudang-undangan terkait lainnya;
Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun
tertulis secara efektif;
Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik I Good Corporate
Governance (GCG) dan manajemen risiko;
Kepala Auditor Intemal dan anggota Auditor Intemal dilarang merangkap tugas

dan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan, maupun Anak
Perusahaant
Mematuhi dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar profesi dan kode etik
(Standfi Intemasional Praktik Profesional Audit Intemal), serta kebijakan dan
peraturan Perseroan;
Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan
profesionalismenya secara terus-menerus;
Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab Auditor Intemal kecuali diwajibkan berdasarkan
pemturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
Auditor Internal tidak diperkenankan melakukan audit di Unit yang pemah
dikelolanya/terlibat di dalamnya dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun;
Kepala Auditor Intemal dan anggotanya diwajibkan mendapat sertifikasi dengan
mengikuti pendidikan dari lembaga pendidikan Intemal Auditor.

6. KODE ETIK
Untuk menerapkan budaya Etik dalam profesi Intemal Audit, Auditor lntemal PT PP

Presisi Tbk mengacu pada Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Audit Intemal atau

Kode Etik Audit Intemal yang berlaku secara Intemasional, yang meliputi prinsip-prinsip
perilaku dan aturan perilaku yang mengatur integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan

kompetensi;
6.1. Integritas.

Auditor Intemal memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (frust) yang
menjadi dasar untuk membrnt (Judgement) yang handal.
Aturan Perilaku :

6. I .l . Bekerja dengan jujur, tekun dan bertanggung jawab
6.1.2. Mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sebagaimana yang diatur

oleh hukum dan profesi.
6.1.3. Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau kegiatan

apapun yang mencemarkan profesi Auditor Intemal atau Perseroan.
6.1.4. Menaruh hormat dan ikut berperan dalam pencapaian tujuan Perseroan yang

etis dan telah sesuai dengan hukum.

6 .2 . Obyektivitas
Auditor Intemal menunjukkan obyektivitas yang tinggi sesuai dengan standar
dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang
aktivitas atau proses yang sedang diaudit. Auditor Intemal melakukan penilaian
secara seimbang (balancedl dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan
dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain, dalam membuat
pendapat (iudgment).

L
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Aturan Perilaku:
6.2.1 Tidak terlibat dalam kegiatan operasional Perseroan yang dapat

mengurangi atau dianggap mengurangi obyektivitas Auditor Intemal dalam
melakukan penilaian, termasuk dalam aktivitas atau hubungan yang dapat

menimbulkan benturan kepentingan.
6.2.2 Tidak menerima apa pun yang dapat melemahkan atau dianggap

melemahkan pertimbangan profesional.
6.2.3 Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang apabila tidak

diungkapkan dapat menyebabkan distorsi pelaporan atas aktivitas yang

diaudit.

6.3 Kerahasiaan
Auditor lntemal menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima
dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang
kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi
tersebut.
Aturan Perilaku:
6.3.1. Bertindak hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang

diperoleh pada saat melaksanakan tugas.
6.3.2. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara

apapun yang bertentangan dengan hukum atau mengganggu pencapaian

sasaran Perseroan yang etis dan hrlegitimasi.

6.4. Kompetensi
Auditor Intemal menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang

diperlukan dalam melaksanakan tugas audit.
Aturan Perilaku:
6.4.1. Hanya terlibat dalam audit apabila memiliki pengetahuan, keahlian dan

pengalaman yang diperlukan dalam audit tersebut.
6.4.2. Melaksanakan fungsi pengawasan Intem sesuai dengan standar praktik

profesional intemal audit.
6.4.3. Senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kualitas dari jasa

yang diberikan.

7. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
7 .1. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Intemal:

Auditor Intemal memegang peranan sebagai third line of defense yang memastikan
pengendalian intemal di setiap line of defense pada lingkungan Perseroan yang

bersangkutan semakin kuat dan efektif untuk mengamankan investasi dan aset

Perseroan. Membantu Direktur Utama dalam menjalankan tanggung jawabnya

terutama dalam masalah pemeriksaan intemal bidang operasional dan keuangan

untuk memastikan bahwa peraturan perusahaan serta pengelolaan proyek berjalan
sesuai dengan harapan Perseroan. Pemeriksaan Intemal dilakukan secara berkala
sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (atau Program Kerja dan
Anggaran Tahunan Perusahaan).
Secara umum tugas dan tanggung jawab Auditor Intemal adalah sebagai berikut :

7.1.1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
yang berbasis risiko termasuk anggaran biaya yang berkaitan dengan audit

r !^ TL
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dan non audit. Dalam penyusunan PKPT, kepala Auditor Intemal Meminta
arahan Direksi Utama dan mempertimbangkan arahan - arahan Dewan
Komisaris cq. Komite Audit (iika ada);

7 .1.2. Kepala Auditor Internal meminta persetujuan PKPT kepada Direktur
Utama;

7.1.3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas 3E (Ekonomis efisiensi dan
efektivitas), bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia,
pemaszran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya sesuai dengan PKPT.
Melaksanakan evaluasi atas sistem, prosedur, llork Instruction, serta
kebijakan operasi Perseroan yang dilakukan secara kesinambungan;

7.1.4. Melakukan kajian untuk mengetahui akar permasalahan atas terjadinya
penyimpangan, melaksanakan pemeriksaan dalam lingkup audit
operasional, keuangan, Compliance dan khusus (investigasi atas permintaan
DirckturUtama);

7.1.5. Menyampaikan antara lain: tujuan audit, dasar pelaksanaan audit, peran dan
kode etik Auditor (misal Independensi), dan lain-lain; pada saat opening
meeting Wlakstri/J.aan Audit Intemal.

7.1.6. Melakukan penilaian kecukupan atas sistem pengendalian intern Perseroan
yang antara lain sebagai dasar Direksi (Direktur Utama dengan Direktur
Keuangan dan Manajemen Risiko) dalam memberikan sertifikasi terhadap
laporan keuangan tahunan

7.1.7. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intemal dan sistem
manajemen risiko sesuai kebijakan Perseroan serta pengelolaan obyek yang
diperiksa;

7.1.8. Memberikan usulan perbaikan dan informasi yang obyektiftentang kegiatan
yang diperiksa kepada Direktur Utama/semua tingkat manajemen;

7.1 .9. Menyiapkan dan mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan;
7.1.10. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan ke

Direkrur Utama dan Dewan Komisaris.
7.1.1 1 . Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut

(rekomendasi) perbaikan yang telah disarankan. Penanggung jawab
memonitor pelaksanaan tindaklanjut adalah Ketua Tim;

7.1.12. Bekerja sama dengan Komite Audit. Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan
berdasarkan undangan dari komite;

7.1 .13. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
7.1.14. Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan maupun jasa konsultasi

yang obyektif kepada Manajemen dan unit kerja lainnya berkaitan dengan
fungsi pengawasan;

7.1.15. Menyusun Program untuk mengevalrraqi mutu kegiatan audit intemal yang
dilakukannya;

7.1.16. Melaksanakan program jaminan kualitas dan progftIm peningkatan fungsi
audit intemal yang mencakup semua aspek kegiatan audit intemal termasuk
evaluasi kesesuaian terhadap kode etik dan Standar. Kepala Auditor Intemal
melaporkan secara berkala hasil dari program jaminan kualitas dan program
peningkatan audit intemal dan memastikan Penilaian ala.u assessment
dilakukan oleh assessor independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5

(lima) tahun serta mengukur kepuasan pelanggan akan kinerja Auditor
Intemal melalui aplikasi szrvey setiap tahun;

v7' N
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7 .1.17 .

7.1.18.

Bersama sama dengan Divisi Keuangan dan Akuntansi, menjadi
counterpart dalam pelaksanaan General Audit oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP);
Bersama-sama dengan Biro Sekretariat Perusahaan (Sekper), menjadi
counterpart saat dilakukan assessment penerapan GCG oleh Assessor
Independen;
Melakukan seilassessment penerapan GCG setiap 2 (dua) tahun sekali;
Bekerja sama dengan Biro Sekper, memonitor pelaksanaan rekomendasi
hasil assessment dart self assessment GCG;,
Melaksanakan monitoring rekomendasi audit ekstemal baik Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) maupun KAP atau assesor ekstemal lain yang
menjadi tanggung jawab Auditor Intemal;
Melakukan internalisasi dan sosialisasi dalam upaya membangun sistem
pencegahan anti korupsi di dalam lingkungan Perseroan, melalui
implementasi pencegahan korupsi yang sistematis sesuai SNI ISO
3700 1 :20 I 6 tentang SMAP;
Secara berkala mengadakan koordinasi dan pembinaan audit ke seluruh
Auditor Intemal Anak Perusahaan Perseroan dalam rangka peningkatan
kompetensi dan memastikan konsep pengawasan yang sama telah diterapkan
di Anak Perusahaan Perseroan.
Penjabaran atas tahapan pelaksanaan audit intemal disampaikan dalam suatu
Pr osedttr / W or k Ins truc t i on.

7.r.t9.
7.t.20.

7.1.2t.

7.1.22.

7.1.23.

7 .1.24.

7.2 Wewenang
Auditor Intemal atas persetujuan Direktur Utama mempunyai wewenang:
7.2.1. Menyusun merevisi dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan audit intemal

(program audit) termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup
pelaksanaan pekerjaan audit;

7.2.2. Melakukan pemeriksaan dan meminta data / fakta-fakta pendukung dari
lapangan terhadap obyek yang telah ditetapkan. Auditee wajib
menyampaikan data yang diminta Auditor;

7.2.3. Mengakses informasi yang relevan tentang Perusahaar/Obyek obyek yang
diperiksa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;

7.2.4. Melakukan klarifftasi dan wawancara dengan pejabaVpetugas terkait.
7.2.5. Melakukan koordinasi dan pendampingan kegiatan AUDITOR INTERNAL

dengan kegiatan auditor eksternal;
7.2.6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris,

dan atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan
atau Komite Audit.

7 .2.7 . Mengadakan rapat secara berkala dan isidentil dengan Direksi, Dewan
Komisaris, dan atau Komite Audit.

7.2.8. Melakukan pengawasan internal atas semua area, kegiatan operasional dan
bisnis Perseroan serta dapat berkoordinasi dengan fungsi pengawasan

internal lainnya pada Anak Perusahaan yang bersangkutan, dimana dalam
pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dan tata kelola yang berlaku;

7.2.9. Dalaln hal kompetensi maupun jumlah auditor intemal tidak mencukupi
untirk melakukan tugas audit sesuai prioritas risiko yang ada; Kepala
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AUDITOR INTERNAL berwenang untuk mengajukan tambahan tenaga
auditor atau tenaga ahli secera outsourcinglco-sourcing kepada Direktur
Utama.

8. PELAPORAN
8.1 Auditor Internal secara periodik baik triwulanan maupun tahunan membuat Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Auditor Intemal baik audit maupun non audit maksimal I
(satu) bulan setelah periode tersebut berakhir serta melaporkannya kepada Direktur
Utama dan Dewan Komisaris;

8.2 Auditor Intemal setiap melaksanakan pemeriksaan harus menuangkan hasil
pemeriksaannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang pada intinya berisi
tentang:
- Obyek Pemeriksaan
- Tujuan Pemeriksaan
- Referensi
- Hasil Pemeriksaan Evaluasi Kecukupan Sistem Pengendalian Intem
- Analisa dan Kesimpulan Pemeriksaan
- Usulan Perbaikan

8.3 LHP dibuat serta ditanda tangani oleh Auditor dan disetujui oleh Kepala Auditor
Intemal;

8.4 LHP dilaporkan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
8.5 Hasil Pemeriksaan Auditor Intemal dibahas di Rapat Direksi;
8.6 Administrator membantu Auditor Internal untuk memonitor pelaksanaan tindak

lanjut usulan perbaikan yang disampaikan dalam LHP; dan untuk proses verifikasi
secara berkala Administrator mengonsultasikan hasil monitoring ke Auditor yang
bersangkutan. Rekap monitorizg tindak lanjut usulan perbaikan tersebut
disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Auditor Internal.

-rry
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BAB III
PENUTUP

Piagam Satuan Pengawasan Intem ini disusun dan bersifat mengikat bagi setiap anggota
Auditor Internal, serta berlaku efektif sejak tanggal ditetapkar/ditandatangani oleh Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan.
Direksi dapat melakukan evaluasi dan menyempurnakan Piagam Satuan Pengawasan Intem ini
disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Bekasi, 6 Januari 2023
PT PP Presisi Tbk

Ke.o SPI Kdp Legal

qr Lfl Ir
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PRESISI

PLA;ZA PP, Wsma Robinson Lt. 1

Jl. Ta Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta limur - 13760
T {62 21 8,m3$1
E +62 21 8403931

WORKSHOP
Jl. Raya Naragong Km 15 Pangkalan 6, Bekasi 1753

1i +6221 424832551240
E +62 2t 8230353

Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk

No.: 2/t4/SKPPRE/DlR/Vlll/2023
Tentang

Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan Pada Fungsi Manajemen Peralatan

Direksi PT PP Presisi Tbk

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Kesatu

1. Bahwa sebelumnya perusahaan telah menetapkan struktur organisasi perusahaan

sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No'

t t+fsruotruppRffylZO23 Tanggal 19 Mei 2023 Tentang Perubahan Struktur

Organisasi Perusahaan;

2. Ba-hwa sehubungan dengan tingginya target kineria pada lingkup nnna.lemen alat di

PT PP Presisi ibk, maka perlu dilakukan optimalisasi pada fungsi manajenrn

peralatan di perusahaan;

3. 'Bahwa 
sehubungan dengan angka 2 di atas, maka dengan ini PT PP Presisi Tbk

perlu membentuk dan menetapkan perubahan struKur organisasi perusahaan

khususnya yang berhubungan dengan fungsi manaiemen peralatan, yang mana

dengan adanya perubahan ini seluruh insan perusahaan diharapkan dapat lebih

responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dinamika dan tuntutan persaingan bisnis

perusahaan;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai

dengan angka 3 diatas, Direksi menganggap perlu menuangkan keputusan tersebut

dalam beniuk Surat Keputusan Direksi dengan tetap memperhatikan peraturan

perundangan yang berlaku bagi perusahaan.

'1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

2. Anggaian Dasar PT PP Presisi Tbk Nomor: 40 Tanggal2T Apfl2022;

3. Suiit Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No. I14ISK0|R/PPRE/V/2023 Tanggal

19 Mei 2023 Tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan.

Memutuskan

Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan

Direksi PT PP Presisi Tbk ('Perseroan') menyatakan dan menyetujui Perubahan

Struktur Organisasi Perusahaan dalam Surat Keputusan Direksi ini termasuk

nomenklaturjabatannya sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana tercanfu m pada

Lampiran 1 dan Lampiran 2 Surat Keputusan ini yang kemudian dilekatkan dan meniadi

satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surat Kepufusan Dheksi ini'

VP,CORSECMqrLEGAL vP-ItcMMor-CoRP HCoa-osc
/4r thffi
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PRESISI

PLA;ZA PB Wsma Robinson Lt. 1

Jl. TB Samatupang No. 57, Pasar Rebo, Jalsrta limur - 13760
r +62 21 9,103931
E +62 21 8403931

WORKSHOP
Jl. Raya Naragong f.m 15 Pangkalan 6, Bekasi 1753

a +6221 42443255t24,{J
E +62 21 8230353

Kedua Perubahan StruKur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam DiKum Kesatu di atas

memiliki skema struktur sebagai berikut:

1. Biro dan Departernen satu tingkat di bawah DireKur Uhma: (TEIAP)

a. Bio lntemal Audit;

b. Biro Corporate Secretary;

c. Departemen Quality Control;dan
d. Departemen Safety, Health & Envimnrnent.

2. Divisi satu tingkat di bawah Direktorat operasi: (TEIAP)

a. Divisi Operation 'l;

b. Divisi Operation 2; dan

c. Divisi Bidding & Engineering.

3. Managing Director, Divisi dan Departemen satu tingkat di bawah Direktorat

Perencanaan Bisnis & HCM: (TETAP)

a. Equipment Managing Director

b. Divisi Business Development & Portfolio Management;

c. Divisi Human Capital Management;dan
d. Departemen Corporate Marketing.

4. Divisi dan Departemen satu tingkat di bawah DireKorat Keuangan, Manaiernen

Risiko & Legal: (TETAP)

a. Divisi Finance & Accounting;

b. Departernen Risk Management; dan

c. Departemen Legal.

5. Biro satu tingkat di bawah Dewan Direksi: (TETAP)

a. Biro Operation Control & Supply Chain Man4ement.

6. Divisi dan Departernen satu tingkat di bawah Equipment Managing Director:

(BERUBAH)

Semula:
a. Divisi Equipmenl 1;

b. Divisi Equipment 2;

c. Departemen Workshop Management; dan

d. Departement Equipment Performance & Administmtion .

Berubah Menjadi:
a. Divisi Equipment Operation; dan

b. Divisi Equipment Maintenance & Repair.

7. Posisi Section Equipment Workplace Trainer: (BERUBAH)

Semula:
Departemen Equipment Human Capital- Divisi Human Capital Management

Menjadi:
Departemen Equipment Operation - Divisi Equipment Operation

VP{DRSECOfl OSC Mar'CoRP HC
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PRESISI

PLAZA PP. Yvisma Robinson Lt- 1

Jl. TB SimatJpang No. 57, Pasar R6trc. Jakarta fimur _ 13760
T +62 21 8403931
E +62 21 8403931

WORKSHOP

Jl. Raya Naragong Km 15 Pangkalan 6, Bel€si 1753
L +6221 a2483255124o

E +62 21 8230353

Keempat

Kelima

Jakarta, 7 Agustus 2023
PT PP Presisi Tbk

Direksi

I Gede U

Direktur Utama

ata

M
DireKur Perencanaan Bisnis & HCM

n
Direktur Operasi

ofl-osc Mar'CoBP HC MoTLEGAL vP-)lcM VP,CORSECqr hff f

Ketiga

Mohammad Arif lswahvudi
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & LEal

Menyatakan bahwa pelaksanaan diktum 1 (satu) di atas harus tetap berpedoman pada

anggaran dasar, peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan, asas

kepatuhan, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku efeKif sejak tanggal Surat Keputusan ini

ditetapkan dan apabila dikemudian had terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini,

maka segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya.

Dengan ditandatanganinya Surat Keputusan ini, maka keputusan atau ketentuan-

ketentuan lain yang bertentangan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Surat

Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga segala sesuafunya

mengacu pada Surat Keputusan ini.



Lampiran SK No. 244/SK/DIR/PPRE/VIII/2023     

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Direktur Utama

Direktorat Perencanaan 

Bisnis & HCM
Direktorat Operasi

Direktorat Keuangan, 

MR & Legal

Divisi Operation 1

Divisi Operation 2

Divisi Bidding & 

Engineering

Divisi Human Capital 

Management

Departemen

Corporate Marketing

Divisi Finance & 

Accounting

Departemen Risk 

Management

Departemen Legal

Biro Internal Audit

Biro Corporate

Secretary

Departemen

Quality Control

Departemen Health,

Safety & Environment

Biro Operation Control & 

SCM

Subsidiari

Divisi Equipment 

Maintenance & Repair

Divisi Equipment Operation

Departemen Equipment 

Performance & 

Administration

Equipment Managing 

Director

Divisi Business 

Development & Portfolio 

Management

Off-OSC Mgr-CORP HC Mgr-LEGAL VP-HCM VP-CORSEC
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DEWAN DIREKSI (TIDAK BERUBAH) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Dewan Direksi Board Of Director Direktur Utama DU 

2 Dewan Direksi Board Of Director Direktur Perencanaan Bisnis & HCM DPB HCM 

3 Dewan Direksi Board Of Director Direktur Operasi DO 

4 Dewan Direksi Board Of Director Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal DK MR LEGAL 

 

MANAGING DIRECTOR (TIDAK BERUBAH) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Managing Director Managing Director Equipment Managing Director EQ MD 

 

BIRO INTERNAL AUDIT (TIDAK BERUBAH) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Biro Internal Audit Head of Bureau Vice President, Internal Auditor VP-IA 

2 Biro Internal Audit Section Senior Officer, Finance Auditor SrOff-FA 

3 Biro Internal Audit Section Officer, Finance Auditor Off-FA 

4 Biro Internal Audit Section Junior Officer, Finance Auditor  JrOff-FA 

5 Biro Internal Audit Section Senior Officer, Operation Auditor  SrOff-OA 

6 Biro Internal Audit Section Officer, Operation Auditor  Off-OA 

7 Biro Internal Audit Section Junior Officer, Operation Auditor  JrOff-OA 

8 Biro Internal Audit Section Senior Officer, Governance & Compliance Auditor  SrOff-GOV 

9 Biro Internal Audit Section Officer, Governance & Compliance Auditor  Off-GOV 

10 Biro Internal Audit Section Junior Officer, Governance & Compliance Auditor JrOff-GOV 

 

BIRO OPERATION CONTROL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (TIDAK BERUBAH) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Biro OC & SCM Head of Bureau Vice President, OC & Supply Chain Management VP-OC SCM 

2 Departemen OBC Head of Departement Manager, Operation & Business Control Mgr-OBC 

3 Departemen OBC Section Senior Officer, Operation Control SrOff-OC 

4 Departemen OBC Section Officer, Operation Control Off-OC 

5 Departemen OBC Section Junior Officer, Operation Control JrOff-OC 

6 Departemen OBC Section Senior Officer, Corporate Control SrOff-CC 

7 Departemen OBC Section Officer, Corporate Control Off-CC 

8 Departemen OBC Section Junior Officer, Corporate Control JrOff-CC 

9 Departemen OBC Section Senior Officer, Equipment Performance Control SrOff-EC 

10 Departemen OBC Section Officer, Equipment Performance Control Off-EC 

11 Departemen OBC Section Junior Officer, Equipment Performance Control JrOff-EC 

12 Departemen SCM Head of Departement Manager, Supply Chain Management (Equipment) Mgr-SCM EQ 

13 Departemen SCM Section Senior Officer, Strategic Procurement SrOff-PROC 

14 Departemen SCM Section Officer, Strategic Procurement Off-PROC 

15 Departemen SCM Section Junior Officer, Strategic Procurement JrOff-PROC 

16 Departemen SCM Section Senior Officer, Supply Chain Management Admin SrOff-SCM 

17 Departemen SCM Section Officer, Supply Chain Management Admin Off-SCM 

18 Departemen SCM Section Junior Officer, Supply Chain Management Admin JrOff-SCM 

19 Departemen SCM Section Senior Officer, Procurement Part Analyst SrOff-PPA 

20 Departemen SCM Section Officer, Procurement Part Analyst Off-PPA 

21 Departemen SCM Section Junior Officer, Procurement Part Analyst JrOff-PPA 
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No Unit Level Nomenklatur Glossary 

22 Departemen SCM Section Logistic Coordinator LOG COOR 

23 Departemen SCM Subsection Logistic Staff LOG STAFF 

24 Departemen SCM Head of Departement Manager, Supply Chain Management (Operation) Mgr-SCM OPR 

25 Departemen SCM Section Senior Officer, Strategic Procurement SrOff-PROC 

26 Departemen SCM Section Officer, Strategic Procurement Off-PROC 

27 Departemen SCM Section Junior Officer, Strategic Procurement JrOff-PROC 

28 Departemen SCM Section Senior Officer, Supply Chain Management Admin SrOff-SCM 

29 Departemen SCM Section Officer, Supply Chain Management Admin Off-SCM 

30 Departemen SCM Section Junior Officer, Supply Chain Management Admin JrOff-SCM 

31 Departemen SCM Section Logistic Coordinator LOG COOR 

32 Departemen SCM Subsection Logistic Staff LOG STAFF 

 

BIRO CORPORATE SECRETARY (TIDAK BERUBAH) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Biro Corporate Secretary Head of Bureau Vice President, Corporate Secretary VP-CORSEC 

2 Departemen Internal Relation Head of Department Manager, Internal Relation Mgr-INT REL 

3 Departemen Internal Relation Section Senior Officer, GCG & Administration  SrOff-GCG 

4 Departemen Internal Relation Section Officer, GCG & Administration  Off-GCG  

5 Departemen Internal Relation Section Junior Officer, GCG & Administration  JrOff-GCG  

6 Departemen Internal Relation Section Senior Director Secretary  Sr-SECT 

7 Departemen Internal Relation Section Director Secretary  SECT  

8 Departemen Internal Relation Section Junior Director Secretary  Jr-SECT  

9 Departemen Internal Relation Section Senior Officer, General Affair  SrOff-GA  

10 Departemen Internal Relation Section Officer, General Affair  Off-GA  

11 Departemen Internal Relation Section Junior Officer, General Affair  JrOff-GA  

12 Departemen External Relation Head of Department Manager, External Relation Mgr-EXT REL 

13 Departemen External Relation Section Senior Officer, Investor Relation  SrOff-IR  

14 Departemen External Relation Section Officer, Investor Relation  Off-IR  

15 Departemen External Relation Section Junior Officer, Investor Relation  JrOff-IR  

16 Departemen External Relation Section Senior Officer, Corporate Communication & CSR  SrOff-CCOM 

17 Departemen External Relation Section Officer, Corporate Communication & CSR  Off-CCOM 

18 Departemen External Relation Section Junior Officer, Corporate Communication & CSR  JrOff-CCOM 

 

DEPARTEMEN QUALITY CONTROL (TIDAK BERUBAH) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Departemen Quality Control Head of Department Manager, Quality Control Mgr-QC 

2 Departemen Quality Control Section Senior Officer, Quality Control System Development SrOff-QC SD 

3 Departemen Quality Control Section Officer, Quality Control System Development Off-QC SD 

4 Departemen Quality Control Section Junior Officer, Quality Control System Development JrOff-QC SD 

5 Departemen Quality Control Section Senior Team Leader, Quality Control SrTL-QC 

6 Departemen Quality Control Section Team Leader, Quality Control TL-QC 

7 Departemen Quality Control Section Junior Team Leader, Quality Control JrTL-QC  
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DEPARTEMEN HSE (TIDAK BERUBAH) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Departemen HSE Head of Department Manager, Health, Safety & Environment Mgr-HSE 

2 Departemen HSE Section Senior Officer, HSE System Development SrOff-HSE SD 

3 Departemen HSE Section Officer, HSE Development Off-HSE SD 

4 Departemen HSE Section Junior Officer, HSE System Development JrOff-HSE SD 

5 Departemen HSE Section Senior Team Leader, Health, Safety & Environment JrTL-HSE 

6 Departemen HSE Section Team Leader, Health, Safety & Environment TL-HSE 

7 Departemen HSE Section Junior Team Leader, Health, Safety & Environment SrTL-HSE 

 

DIVISI OPERATION 1 (TIDAK BERUBAH) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Divisi Operation 1 Head of Division Vice President, Operation 1 VP-OPS 1 

2 Departemen Civil Work Head of Department Manager, Civil Work Mgr-CIVIL 

3 Departemen Civil Work Section Senior Officer, Civil Work Operation Control  SrOff-CIVIL  

4 Departemen Civil Work Section Officer, Civil Work Operation Control  Off-CIVIL  

5 Departemen Civil Work Section Junior Officer, Civil Work Operation Control  JrOff-CIVIL  

6 Departemen Civil Work Section PC & WBS Admin PC WBS ADM 

 

DIVISI OPERATION 2 (TIDAK BERUBAH) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Divisi Operation 2 Head of Division Vice Presiden, Operation 2 VP-OPS 2 

2 Departemen Mining Work Head of Department Manager, Mining Work Mgr-MINING 

3 Departemen Mining Work Section Senior Officer, Mining Work Operation Control  SrOff-MINING 

4 Departemen Mining Work Section Officer, Mining Work Operation Control  Off-MINING  

5 Departemen Mining Work Section Junior Officer, Mining Work Operation Control  JrOff-MINING 

6 Departemen Mining Work Section PC & WBS Admin PC WBS ADM 

 

DIVISI EQUIPMENT OPERATION (BERUBAH) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Divisi Equipment Operation Head of Division Vice President, Equipment Operation VP-EQ OPS 

2 Departemen Equipment Operation Head of Department Manager, Equipment Operation Mgr-EQ OPR 

3 Departemen Equipment Operation Section Senior Officer, Planner & Technical Support (Supporting)  SrOff-PTS SP 

4 Departemen Equipment Operation Section Officer, Planner & Technical Support (Supporting) Off- PTS SP 

5 Departemen Equipment Operation Section Junior Officer, Planner & Technical Support (Supporting) JrOff-PTS SP 

6 Departemen Equipment Operation Section Senior Officer, Planner & Technical Support (Track) SrOff-PTS TR 

7 Departemen Equipment Operation Section Officer, Planner & Technical Support (Track) Off-PTS TR 

8 Departemen Equipment Operation Section Junior Officer, Planner & Technical Support (Track) JrOff-PTS TR 

9 Departemen Equipment Operation Section Senior Officer, Planner & Technical Support (Dump Truck) SrOff- PTS DT 

10 Departemen Equipment Operation Section Officer, Planner & Technical Support (Dump Truck) Off- PTS DT 

11 Departemen Equipment Operation Section Junior Officer, Planner & Technical Support (Dump Truck) JrOff-PTS DT 

12 Departemen Equipment Operation Section Senior Officer, Planner & Technical Support (Tyre) JrOff-PTS TY 

13 Departemen Equipment Operation Section Officer, Planner & Technical Support (Tyre) JrOff-PTS TY 

14 Departemen Equipment Operation Section Junior Officer, Planner & Technical Support (Tyre) JrOff-PTS TY 

15 Departemen Equipment Operation Section Senior Officer, Equipment Analyst  SrOff-EQ ANL 
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No Unit Level Nomenklatur Glossary 

16 Departemen Equipment Operation Section Officer, Equipment Analyst Off-EQ ANL 

17 Departemen Equipment Operation Section Junior Officer, Equipment Analyst JrOff-EQ ANL 

18 Departemen Equipment Operation Section Equipment Workplace Trainer EQ WPT 

 

DIVISI EQUIPMENT MAINTENANCE & REPAIR (BERUBAH) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Divisi Equipment Maintenance & Repair Head of Division Vice President, Equipment Maintenance VP-EQ MTC 

2 Divisi Equipment Maintenance & Repair Section Senior Officer, Maintenance & Repair Planner SrOff-MRP 

3 Divisi Equipment Maintenance & Repair Section Officer, Maintenance & Repair Planner Off-MRP 

4 Divisi Equipment Maintenance & Repair Section Junior Officer, Maintenance & Repair Planner JrOff-MRP 

5 Departemen FP, SU & LE Maintenance & Repair Head of Department Manager, FP, SU & LE Maintenance & Repair Mgr-FSL MR 

6 Departemen FP, SU & LE Maintenance & Repair Section Senior Officer, Equipment Warehouse Coordinator  SrOff-WH 

7 Departemen FP, SU & LE Maintenance & Repair Section Officer, Equipment Warehouse Coordinator Off-WH 

8 Departemen FP, SU & LE Maintenance & Repair Section Junior Officer, Equipment Warehouse Coordinator JrOff-WH 

9 Departemen FP, SU & LE Maintenance & Repair Section Officer, Warehouse Admin Off-WH ADM 

10 Departemen FP, SU & LE Maintenance & Repair Section Senior Officer, Technical Support  SrOff-TS 

11 Departemen FP, SU & LE Maintenance & Repair Section Officer, Technical Support Off-TS 

12 Departemen FP, SU & LE Maintenance & Repair Section Junior Officer, Technical Support JrOff-TS 

13 Departemen FP, SU & LE Maintenance & Repair Section Mechanic  Mech  

14 Departemen Heavy Equipment Maintenance & Repair Head of Department Manager, Heavy Equipment Maintenance & Repair Mgr-HE MR 

15 Departemen Heavy Equipment Maintenance & Repair Section Senior Officer, Technical Support  SrOff-TS 

16 Departemen Heavy Equipment Maintenance & Repair Section Officer, Technical Support Off-TS 

17 Departemen Heavy Equipment Maintenance & Repair Section Junior Officer, Technical Support JrOff-TS 

18 Departemen Heavy Equipment Maintenance & Repair Section Mechanic  Mech  

 

DEPARTEMEN EQUIPMENT PERFORMANCE & ADMINISTRATION (BERUBAH) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Departemen Equipment Performance & Administration Head of Department Manager, Equipment Performance & Admin Mgr-EQ PRF 

2 Departemen Equipment Performance & Administration Section Senior Officer, Equipment System & Procedure  SrOff-EQ SP  

3 Departemen Equipment Performance & Administration Section Officer, Equipment System & Procedure  Off-EQ SP  

4 Departemen Equipment Performance & Administration Section Junior Officer, Equipment System & Procedure  JrOff-EQ SP  

5 Departemen Equipment Performance & Administration Section Senior Officer, Quantity Surveyor & Equipment Performance Control  SrOff-QS EQ  

6 Departemen Equipment Performance & Administration Section Officer, Quantity Surveyor & Equipment Performance Control  Off-QS EQ  

7 Departemen Equipment Performance & Administration Section Junior Officer, Quantity Surveyor & Equipment Performance Control  JrOff-QS EQ  

14 Departemen Equipment Performance & Administration Section Senior Officer, External Rental  SrOff-ER  

15 Departemen Equipment Performance & Administration Section Officer, External Rental  Off-ER  

16 Departemen Equipment Performance & Administration Section Junior Officer, External Rental  JrOff-ER  

17 Departemen Equipment Performance & Administration Section Officer, External Rental Admin Off-ERA 

 

DIVISI BUSINESS DEVELOPMENT & PORTFOLIO MANAGEMENT (TETAP) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Divisi Busdev & Portofolio Mgt Head of Division Vice President, Business Development & Portfolio Management VP-BUSDEV 

2 Departemen Busdev & Strategic Planning Head of Department Manager, Business Development & Strategic Planning Mgr-BUSDEV 

3 Departemen Busdev & Strategic Planning Section Senior Officer, Business Development  SrOff-BUSDEV 

4 Departemen Busdev & Strategic Planning Section Officer, Business Development  Off-BUSDEV  

5 Departemen Busdev & Strategic Planning Section Junior Officer, Business Development  JrOff-BUSDEV 

6 Departemen Busdev & Strategic Planning Section Senior Officer, Strategic Planning, System & PMO  SrOff-STR  

7 Departemen Busdev & Strategic Planning Section Officer, Strategic Planning, System & PMO  Off-STR  
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No Unit Level Nomenklatur Glossary 

8 Departemen Busdev & Strategic Planning Section Junior Officer, Strategic Planning, System & PMO  JrOff-STR  

9 Departemen Portfolio Management Head of Department Manager, Portfolio Management Mgr-PFM 

10 Departemen Portfolio Management Section Senior Officer, Portfolio Management  SrOff-PFM 

11 Departemen Portfolio Management Section Officer, Portfolio Management  Off-PFM 

12 Departemen Portfolio Management Section Junior Officer, Portfolio Management  JrOff-PFM 

13 Departemen Portfolio Management Section Senior Officer, Asset Management  SrOff-ASSET  

14 Departemen Portfolio Management Section Officer, Asset Management  Off-ASSET  

15 Departemen Portfolio Management Section Junior Officer, Asset Management  JrOff-ASSET  

16 Departemen IT & ERP Business Operation Head of Department Manager, Information Technology & ERP Business Operation Mgr-IT 

17 Departemen IT & ERP Business Operation Section Senior Officer, IT Network, Infra & Operation (ERP)  SrOff-IT NIO 

18 Departemen IT & ERP Business Operation Section Officer, IT Network, Infra & Operation (ERP)  Off-IT NIO 

19 Departemen IT & ERP Business Operation Section Junior Officer, IT Network, Infra & Operation (ERP)  JrOff-IT NIO 

20 Departemen IT & ERP Business Operation Section Senior Officer, IT Application & Development  SrOff-IT AD  

21 Departemen IT & ERP Business Operation Section Officer, IT Application & Development  Off-IT AD  

22 Departemen IT & ERP Business Operation Section Junior Officer, IT Application & Development  JrOff-IT AD  

 

DIVISI BIDDING & ENGINEERING (TETAP) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Divisi Bidding & Engineering Head of Division Vice President, Bidding & Engineering VP BID&ENG 

2 Departemen Praqualification & Contract Adm. Head of Department Manager, Praqualification & Contract Administration Mgr-PQ CA 

3 Departemen Praqualification & Contract Adm. Section Senior Officer, Praqualification  SrOff-PQ  

4 Departemen Praqualification & Contract Adm. Section Officer, Praqualification  Off-PQ  

5 Departemen Praqualification & Contract Adm. Section Junior Officer, Praqualification  JrOff-PQ  

6 Departemen Praqualification & Contract Adm. Section Senior Officer, Contract Administration  SrOff-CA  

7 Departemen Praqualification & Contract Adm. Section Officer, Contract Administration  Off-CA  

8 Departemen Praqualification & Contract Adm. Section Junior Officer, Contract Administration  JrOff-CA  

9 Departemen Quantity Surveyor & Method Head of Department Manager, Quantity Surveyor & Method Mgr-QS MET 

10 Departemen Quantity Surveyor & Method Section Senior Officer, Quantity Surveyor  SrOff-QS  

11 Departemen Quantity Surveyor & Method Section Officer, Quantity Surveyor  Off-QS  

12 Departemen Quantity Surveyor & Method Section Junior Officer, Quantity Surveyor  JrOff-QS  

13 Departemen Quantity Surveyor & Method Section Senior Officer, Method  SrOff-MET  

14 Departemen Quantity Surveyor & Method Section Officer, Method  Off-MET  

15 Departemen Quantity Surveyor & Method Section Junior Officer, Method  JrOff-MET  

 

DIVISI HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (BERUBAH) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Divisi Human Capital Management Head of Division Vice President, Human Capital Management VP-HCM 

2 Departemen Corporate HC  Head of Department Manager, Corporate Human Capital  Mgr-CORP HC 

3 Departemen Corporate HC  Section Senior Officer, Organization, System & Culture  SrOff-OSC  

4 Departemen Corporate HC  Section Officer, Organization, System & Culture  Off-OSC  

5 Departemen Corporate HC  Section Junior Officer, Organization, System & Culture  JrOff-OSC  

6 Departemen Corporate HC  Section Senior Officer, People & Talent Management  SrOff-PTM  

7 Departemen Corporate HC  Section Officer, People & Talent Management  Off-PTM  

8 Departemen Corporate HC  Section Junior Officer, People & Talent Management  JrOff-PTM  

9 Departemen Corporate HC  Section Senior Officer, Human Capital Operation  SrOff-HC OP  
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No Unit Level Nomenklatur Glossary 

10 Departemen Corporate HC  Section Officer, Human Capital Operation  Off-HC OP  

11 Departemen Corporate HC  Section Junior Officer, Human Capital Operation  JrOff-HC OP  

12 Departemen Equipment HC Head of Department Manager, Equipment Human Capital  Mgr-EQ HC 

13 Departemen Equipment HC Section Senior Officer, Equipment Human Capital Operation  SrOff-EQ HC 

14 Departemen Equipment HC Section Officer, Equipment Human Capital Operation  Off-EQ HC 

15 Departemen Equipment HC Section Junior Officer, Equipment Human Capital Operation  JrOff-EQ HC 

16 Departemen Equipment HC Section Senior Officer, Equipment Human Capital Development  SrOff-EQ HCD 

17 Departemen Equipment HC Section Officer, Equipment Human Capital Development  Off-EQ HCD 

18 Departemen Equipment HC Section Junior Officer, Equipment Human Capital Development  JrOff-EQ HCD 

 

DIVISI FINANCE & ACCOUNTING (TETAP) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Divisi Finance & Accounting Head of Division Vice President, Finance & Accounting VP-FINACC 

2 Departemen Accounting Head of Department Manager, Accounting Mgr-ACCT 

3 Departemen Accounting Section Senior Officer, Accounting Data  SrOff-ACCT  

4 Departemen Accounting Section Officer, Accounting Data  Off-ACCT  

5 Departemen Accounting Section Junior Officer, Accounting Data  JrOff-ACCT  

6 Departemen Tax Head of Department Manager, Tax Mgr-TAX 

7 Departemen Tax Section Senior Officer, PPh Management  SrOff-PPH  

8 Departemen Tax Section Officer, PPh Management  Off-PPH  

9 Departemen Tax Section Junior Officer, PPh Management  JrOff-PPH  

10 Departemen Tax Section Senior Officer, PPN Management  SrOff-PPN  

11 Departemen Tax Section Officer, PPN Management  Off-PPN  

12 Departemen Tax Section Junior Officer, PPN Management  JrOff-PPN  

13 Departemen Corporate Finance Head of Department Manager, Corporate Finance Mgr-FIN 

14 Departemen Corporate Finance Section Senior Officer, Corporate Finance & Funding  SrOff-CFF  

15 Departemen Corporate Finance Section Officer, Corporate Finance & Funding  Off-CFF  

16 Departemen Corporate Finance Section Junior Officer, Corporate Finance & Funding  JrOff-CFF  

17 Departemen Corporate Finance Section Senior Officer, Account Receivable  SrOff-AR  

18 Departemen Corporate Finance Section Officer, Account Receivable  Off-AR  

19 Departemen Corporate Finance Section Junior Officer, Account Receivable  JrOff-AR  

20 Departemen Corporate Finance Section Senior Officer, Account Payable  SrOff-AP  

21 Departemen Corporate Finance Section Officer, Account Payable  Off-AP  

22 Departemen Corporate Finance Section Junior Officer, Account Payable  JrOff-AP  

 

DEPARTEMEN RISK MANAGEMENT (TETAP) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Departemen Risk Management Head of Department Manager, Risk Management Mgr-RM 

2 Departemen Risk Management Section Senior Officer, Risk Management  SrOff-RM  

3 Departemen Risk Management Section Officer, Risk Management  Off-RM  

4 Departemen Risk Management Section Junior Officer, Risk Management  JrOff-RM  

 

DEPARTEMEN CORPORATE MARKETING (TETAP) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Departemen Corporate Marketing Head of Department Marketing Manager Mgr-MKT 

2 Departemen Corporate Marketing Section Senior Officer, Marketing SrOff-MKT  

3 Departemen Corporate Marketing Section Officer, Marketing Off-MKT  
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No Unit Level Nomenklatur Glossary 

4 Departemen Corporate Marketing Section Junior Officer, Marketing JrOff-MKT  

 

DEPARTEMEN LEGAL (TETAP) 

No Unit Level Nomenklatur Glossary 

1 Departemen Legal Head of Department Mananger, Legal Mgr-LEGAL 

2 Departemen Legal Section Senior Officer, Legal  SrOff-LEGAL  

3 Departemen Legal Section Officer, Legal  Off-LEGAL  

4 Departemen Legal Section Junior Officer, Legal  JrOff-LEGAL  
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Menimbang

Mengingat

Tentang

Persetujuan Penyusunan Piagam lntemal Audit PT PP Presisi Tbk

Direksi PT PP Presisi Tbk

1. Bahwa perusahaan merupakan perseroan terbatffi yang berbenfuk perusahaan

publik dan merupakan selaku anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yaitu

PT PP (Penero) Tbk;

2. Bahwa sehuhrngan dengan angka I di atas, mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku di lingkungan perusahaan, perusahaan wa,ib
memiliki Piagam lntemal Audit;

3. Bahwa dalam penyusunan piagam sebagaimana angka 2 di atas, perusahaan
pedu mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan

sesuai ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang terkait;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 di

atas, Direksi perlu menuangkan ke dalam Surat Keputusan Di luar Rapat Direksi
ini dengan letap memperhatikan peraturan perundangan terkait.

1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik lndonesia Nomor Per-

AMBUl03l2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Koporasi
Signifikan Badan Usaha Milik Negara ('PERiIEN BUI{N 2123');

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56iPOJK.M/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit
Audit lntemal ('POJK 56/15");

4. Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk No. 40 tanggal 27 April 2022 ('AD
Perseroan');

5. Piagam Satuan Pengawasan lntemal PT PP Presisi Tbk Tanggal 6 Januari 2023;
6. Aha Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP

Pmisi Tbk Nomor 41 Tanggal 24 Mei 2023;
7. Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk Nomor 2A4ISI(PPRUDIRf/|1U2023

Tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Perubahan Sfuktur Organisasi Perusahaan
Pada Fungsi Manajemen Peralatan.

MEMUTUSKAN

VP-IA VP.CORSEC Mor-LEGAL

dJ J,. I

Menetapkan : Persetujuan Penyusunan Piagam lr emalAudit PT PP Presisi Tbk

resisi.co.id

Keputusan Di Luar Rapat Direksi PT PP Presisi Tbk

No. 1q0,SKDR/DlR/PPREDU2023
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Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Direksi PT PP Presisi Tbk ("Psrseroan") dengan ini menyatakan dan menyetuiui

Penyusunan Piagam lntemal Audit dengan cakupan isi piagam adalah

sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyatakan bahwa pelaksanaan diktum 'l (satu) di atas harus tetap b€rpedoman

pada anggaran dasar, peraturan perusahaan, peratunan paundang-undangan, asas

kepatuhan, prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Menyatakan bahwa berdasarkan AD Perseroan:

1. Pasal 16 Ayat 2 huruf a angka 1, Direksi mempunyai kewenangan untuk

menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;

2. Pasal 19 Ayal 2 huruf a angka romawi iv, Dewan Komisaris mempunyai

kervenangan untuk mengetahui segala kebi.iakan dan tindakan yang telah dan

akan diialankan oleh Direksi;

3. Pasal 19 Ayat 6, Dewan Komisaris benama-sama dengan Direksi wajib
menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan

Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Menyatakan bahwa dalam melakukan penyusunan Piagam Audit lntemal,
menielaskan:

1. Mengacu pada Diktum Ketiga, dalam melakukan penyusunan Piagam lntemal
Audit, Dircksi tedebih dahulu harus menyampaikan kepada Dewan Komisaris

untuk selaniutnya dapat didiskusikan dan ditandalangani bersama.

2. Berdasarkan PERMEN BUMN 223 dan POJK 56/15, dalam menyusun dan

menetapkan Piagam Audit lntemal Perseroan melalui Direksi perlu

mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Menunjuk dan memberi rve!/venang Bpk. I Gede Upeksa Negara selaku DireKur
Utama untuk menyampaikan dan melakukan permohonan persetujuan kepada

Dewan Komisaris atas tindakan Direksi sebagaimana Surat Keputusan Di Luar
Rapat ini serta menandatangani seliap akta, sural, dokumen, perjanjian-perjanlian

danlatau pemyataan-pemyataan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal

tesebut di at6, demikian dengan syarat-syarat dan kelentuan-ketentuan yang

dianggap baik dan perlu oleh Perseroan.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan
kemudian oleh Direksi.

VP.IA VP-CORSEC MoFLEGAL

du J,. Itr

[Penandatanganan funda pada halanan beikutnya]
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Ketujuh

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal !1 Desember 2023

PT PP P6isiTbK
Dkeksi,

ru

Direktur Perencanaan Bisnis & HCM

Mohammad Arif lswahyudi

Direktur Keuangan, Manalemen Risiko & Legal

Direktur

Direktur Utama

#M

VP.IA VP-CORSEC Mar-LEGAL

/fl J- rN

Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal Surat Keputusan ini

ditetapkan dan apabila di kemudian hariterdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan

ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.
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Kami, yang flpnyatakan dan bertanda tangan di bawah ini :

PAICTA INTEGRITAS
t{o. {&{SK/Dl R/PPRE/x1U2023

I Gede Upeksa Negara
Direktur Utama

tohammad Arif lswahyudi
Direktur Keuangan, MR & Legal

Yudi Setiav6n
Direktur Perencanaan Bisnis & HCM

Rebimun
Direktur Operasi

Nama
Jabatan

2. Nama

Jabatan

3. Nama

Jabatan

Sesuai dengan Peraturan beruvenang be indak untuk dan atas nama:

Perusahaan : PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk atau disingkat PT PP PresisiTbk
Alamat Kedudukan : PP Plaza-Gd. Wisma Robinson Lt. 1, Jl. TB Simatupang No. 57 Jakarta 13760

Dengan ini menyatakan dengan sebenamya, bahwa untuk transaksi/Aksi Korporasi :

Persetujuan Penyusunan Piagam lntemal Audit PT PP Presisi Tbk dengan cakupan isi piagam adalah
na diwa n dalam n berlaku

VP-/A VP-CORSEC Mqr-LEGAL

il J_. /n

4. Nama

Jabatan

1. Kami telah melaksanakan dan memeriksa bahwa proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan
yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang

beriaku, berdasarkan prinsipprinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas,
mandiri atau tidak di bawah tekanan, maupun pengaruh dan pihaklain (inderyNency).

2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan
penuh kehati-hatian (duty of care and loyafi) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi Perseroan dengan
mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup,
sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi diri kami sendii (prudent person rule).

3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu
untuk manfaat kami sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri kami atau pihak
yang terafiliasi dengan kami dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan
kepentingan (confict ofinterest ru/e) termasuk dengan seluruh pihak yang tedibat dengan Tindakan di atas.

4. Kami telah melaksanakan proses tesebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan
kewajiban normatif lainnya yang terkait dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundangan yang

berlaku, termasuk mempertimbangkan bes, pradice yang dipandang perlu, penting dan kritikal dalam proses

tersebut (duly abiding fhe laws) .
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Demikian pemyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benamya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal
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BAB I 

NOTA KESEPAKATAN 

 

1. DASAR PEMBENTUKAN PIAGAM INTERNAL AUDIT. 

a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas beserta perubahannya; 

b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-

2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan 

Badan Usaha Milik Negara; 

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 

tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; 

d. Surat Edaran dari Kementerian BUMN Nomor SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 

2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui 

Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan 

Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intern; 

e. Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk Nomor 40 Tanggal 27 April 2022; 

f. Pedoman Pelaporan Pelanggaran Nomor PPRE/SPI/P/005 Tanggal 16 Februari 2022; 

g. Pedoman Tata Kerja Direksi PT PP Presisi Tbk Tanggal 14 Desember 2023; 

h. Pedoman Good Corporate Governance PT PP Presisi Tbk Tahun 2023 Tanggal  27 

Desember 2023; 

i. Pedoman Code Of Conduct PT PP Presisi Tbk Tahun 2023 Tanggal 20 Oktober 2023. 

 

2. MAKSUD DAN TUJUAN PIAGAM INTERNAL AUDIT 

a. Sebagai bentuk penerapan prinsip Good Corporate Governance di lingkungan PT PP 

Presisi Tbk dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia; 

b. Sebagai landasan legal formal dan pedoman bagi Auditor Internal dalam menjalankan 

tugas dan wewenangnya secara efisiensi dan efektivitas; 

c. Piagam ini disusun untuk menjadi panduan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai 

dan memperbaiki operasional di lingkungan PT PP Presisi Tbk; 

d. Agar pelaksanaan tugas Auditor Internal dapat dicapai secara optimal tanpa 

melampaui batas wewenangnya, terarah, dapat dipercaya dan tidak memihak; 

e. Agar semua tugas dan wewenang Auditor Internal dimengerti dan disepakati bersama 

antar Direksi dan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk; 

f. Agar semua tugas Auditor Internal dapat diterima dan dipertanggung jawabkan secara 

profesional oleh semua pihak yang berkepentingan. 

 
 

 

3. MASA BERLAKUNYA PIAGAM DAN PERUBAHAN 

Piagam Internal Audit ini berlaku efektif sejak tanggal disepakati dan ditandatangani oleh 

Direksi dan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk (“Perseroan”) dan apabila ada di 

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Piagam Internal Audit ini, maka akan diubah 

sebagaimana mestinya. Sehingga, selanjutnya Piagam Internal Audit perlu disepakati dan 

ditandatangani bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.  



         2 
VP-IA Mgr-Legal VP-Corsec 

   

 

PIAGAM INTERNAL AUDIT 

 

Dalam mengelola kegiatan usaha Perseroan, Direksi perlu melakukan pengawasan internal baik 

di bidang finansial, risiko, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi 

dan kegiatan lainnya agar kinerja yang dicapai dapat maksimal dan dapat dipertanggung 

jawabkan kepada para pemegang saham serta pihak lainnya yang berwenang. Sehingga, untuk 

melaksanakan hal tersebut Direksi dibantu oleh Auditor Internal dengan tetap memperhatikan 

peraturan perundangan, anggaran dasar, peraturan perusahaan, asas kepatuhan, prinsip kehati-

hatian dan tata kelola perusahaan yang baik. 

 

Auditor Internal dalam melaksanakan tugas, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan 

Direksi memiliki wewenang akses obyektif terhadap data / informasi yang diperlukan dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Auditor Internal berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. 

 

Lebih lanjut, dalam melaksanakan program internal audit di lingkungan Perseroan sebagaimana 

dimaksud dalam Piagam Internal Audit ini, dengan ini kami Dewan Komisaris dan Direksi 

Perseroan sepakat dan setuju untuk menerbitkan Piagam Internal Audit ini, yang mengikat 

semua pihak terkait dalam lingkungan Perseroan. 

 

Bekasi,                                        2024 

PT PP Presisi Tbk 

 

Dewan Komisaris     Direksi 

 

 

 

 

1. Nur Rochmad 1.    I Gede Upeksa Negara 

 Komisaris Utama/Komisaris Independen         Direktur Utama 

 

 

 

 

2. Muhammad Zahid 2.    Mohammad Arif Iswahyudi 

 Komisaris        Direktur Keuangan, Manajemen  

         Risiko dan Legal 

         

 

 

 

3. Albert Simangunsong 3.    Rebimun 

 Komisaris         Direktur Operasi  

  

  

 

 

4. Indra Jaya Rajagukguk   4.   Yudi Setiawan 

Komisaris Independen          Direktur Perencanaan Bisnis &  

      HCM 
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BAB II 

INTERNAL AUDIT 

 

1. PENDAHULUAN 

Bahwa Perseroan selaku anak perusahaan dari suatu perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara yaitu PT PP (Persero) Tbk harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan 

hasil usahanya kepada para pemegang saham serta stakeholder lainnya secara transparan 

(transparency), akuntabel (accountability), dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), 

mandiri (independency), dan wajar (fairness). 

Dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance), Direksi Perseroan wajib menyelenggarakan pengawasan intern sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam Piagam Internal Audit. Pembentukan dan aturan  Auditor 

Internal Perseroan mengacu pada:   

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas beserta perubahannya (“UUPT”); 

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-

2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan 

Badan Usaha Milik Negara (“PERMEN BUMN 2/23”); 

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 

2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal 

(“POJK 56/15”); 

4. Surat Edaran dari Kementerian BUMN Nomor SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 

2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui 

Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan 

Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intern (“SE BUMN”); 

5. Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk Nomor 40 Tanggal 27 April 2022 (“Anggaran 

Dasar”); 

6. Pedoman Pelaporan Pelanggaran Nomor PPRE/SPI/P/005  Tanggal 16 Februari 2022 

(“Pedoman Pelaporan”); 

7. Pedoman Tata Kerja Direksi PT PP Presisi Tbk Tanggal 14 Desember 2023 

8. Pedoman Good Corporate Governance PT PP Presisi Tbk Tahun 2023 Tanggal  27 

Desember 2023; 

9. Pedoman Code Of Conduct PT PP Presisi Tbk Tahun 2023 Tanggal 20 Oktober 2023. 
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Dasar hukum dalam melakukan pembentukan Piagam Internal Audit ini mengacu 

pada peraturan perundangan yang terkait, yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Pasal 29 PERMEN BUMN 2/23 menjelaskan bahwa: 

a. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern; 

b. Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Direksi wajib membentuk Internal Audit dan membuat Piagam Internal Audit; 

c. Dengan ketentuan bahwa pembentukan Internal Audit sebagaimana dimaksud pada 

huruf b perlu dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan 

Dewan Komisaris / Dewan Pengawas; 

d. Bahwa Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud huruf a diatas wajib 

dilaksanakan dengan cara: 

1) Evaluasi atas efektivitas pelaksana pengendalian intern, manajemen risiko, dan 

proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan Perseroan; 

2) Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, 

operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.  

e. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara 

periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; 

f. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di 

Perseroan. 

2. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 9 POJK 56/15, Perseroan selaku badan usaha yang 

berbentuk sebagai Perusahaan Publik wajib memiliki Unit Audit Internal dan memiliki 

piagam audit internal dengan ketentuan syarat dan ketentuan isi piagam yang 

diwajibkan adalah sebagaimana dimaksud dalam POJK 56/15. 

 

2. DEFINISI 

2.1. Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan 

konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan 

nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis 

dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, 

pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. 

2.2. Unit Internal Audit (untuk selanjutnya disebut sebagai “AUDITOR INTERNAL”) 

adalah unit kerja di Perseroan yang menjalankan fungsi Audit Internal di lingkungan 

Perseroan. 

 

3. VISI, MISI DAN TUJUAN 

3.1. VISI 

Menjadi mitra strategis yang profesional, independen, objektif dan memberikan 

nilai tambah bagi manajemen dalam pencapaian visi dan misi Perseroan. 

 

3.2. MISI 

2.2.1. Meningkatkan dan melindungi nilai Perseroan dengan memberikan asurans, 

saran dan wawasan berbasis risiko yang objektif; 

2.2.2. Melakukan evaluasi yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan pengendalian internal, pengelolaan risiko dan proses Good 

Corporate Governance (GCG); 

2.2.3. Mendukung implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 

sesuai SNI ISO 37001:2016; 
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2.2.4. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia sehingga menjadi 

Auditor Internal yang profesional, integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan 

kompetensi. 

 

3.3. TUJUAN 

Tujuan Audit Internal adalah untuk memberikan jasa Asurans dan Konsultasi yang 

independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan 

memperbaiki operasional Perseroan. 
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4. STRUKTUR ORGANISASI 

3.1. Unit Auditor Internal Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih;  

3.2. Unit Auditor Internal Perseroan di pimpin oleh 1 (satu) orang kepala  Auditor 

Internal; 

3.3. Kepala Auditor Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas 

Persetujuan Dewan Komisaris; 

3.4. Dalam hal Kepala Auditor Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor 

internal dalam Unit Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan 

tugas, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala  Auditor Internal, setelah 

mendapat persetujuan Dewan Komisaris; 

3.5. Surat pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala  Auditor Internal 

segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

3.6. Dalam Organisasi Perseroan Kepala  Auditor Internal berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama; 

3.7. Anggota  Auditor Internal Perseroan bertanggung jawab secara langsung kepada 

Kepala  Auditor Internal; 

3.8.  Auditor Internal Perseroan sekurang-kurangnya terdiri dari : 

- 1 (Satu) orang bertindak sebagai Kepala  Auditor Internal; 

- 1 (Satu) orang Auditor Internal bidang Operasional dan Bidang GCG; 

- 1 (Satu) orang Auditor Internal bidang Keuangan. 

3.9. Susunan Tim Pemeriksa setiap obyek, terdiri dari Ketua Tim (ketua tim dapat 

ditunjuk selain Kepala  Auditor Internal) dan para anggota, sedangkan untuk 

penanggung jawab pemeriksaan adalah Kepala  Auditor Internal; 

3.10. Kedudukan  Auditor Internal Perseroan dalam struktur organisasi harus setara 

dengan peran dan tanggung jawab dalam pengungkapan pandangan serta pemikiran 

dari hasil evaluasi yang tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan manajemen dan 

pihak lain (independen). 

 

5. PERSYARATAN PROFESIONAL  

 Auditor Internal Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

5.1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif, 

memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, 

serta sesuai job requirement yang telah ditetapkan Perseroan, antara lain: 

5.1.1. Kepala Auditor Internal memiliki tingkat pendidikan minimal Strata 1 (S1) 

baik jurusan teknik ataupun non teknik, mempunyai pengalaman minimal 

sebagai Kepala Departemen bidang keuangan atau bidang operasional, 

Kepala Divisi bidang Keuangan ataupun bidang Operasional; 

5.1.2. Auditor Internal bidang operasional memiliki pendidikan minimal Strata 1 

(S1) jurusan teknik, mempunyai pengalaman di bidang pengendalian 

operasi minimal setingkat Site Engineering Manager; 

5.1.3. Auditor Internal bidang keuangan memiliki pendidikan minimal Strata 1 

(S1) jurusan akuntansi/manajemen, mempunyai pengalaman di bidang 

Akuntansi atau Keuangan minimal setingkat Site Administrasi Manager; 

5.1.4. Auditor Internal bidang GCG memiliki Pendidikan minimal Strata 1 (SI) 

jurusan teknik / non teknik atau mempunyai pengalaman minimal setingkat 

Site Administrasi Manager / Site Engineering Manager; 

5.2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain 

yang relevan dengan bidang tugasnya; 
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5.3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar 

modal dan peraturan perudang-undangan terkait lainnya; 

5.4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun 

tertulis secara efektif; 

5.5. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik / Good Corporate 

Governance (GCG) dan manajemen risiko; 

5.6. Kepala  Auditor Internal dan anggota Auditor Internal dilarang merangkap tugas 

dan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan, maupun Anak 

Perusahaan; 

5.7. Mematuhi dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar profesi dan kode etik 

(Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal), serta kebijakan dan 

peraturan Perseroan; 

5.8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan 

profesionalismenya secara terus-menerus; 

5.9. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab Auditor Internal kecuali diwajibkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;  

5.10. Auditor Internal tidak diperkenankan melakukan audit di Unit yang pernah 

dikelolanya/terlibat di dalamnya dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun; 

5.11. Kepala  Auditor Internal dan anggotanya diwajibkan mendapat sertifikasi dengan 

mengikuti pendidikan dari lembaga pendidikan Internal Auditor. 

 

6. KODE ETIK 

Untuk menerapkan budaya Etik dalam profesi Internal Audit,  Auditor Internal Perseroan 

mengacu pada Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Audit Internal atau Kode Etik 

Audit Internal yang berlaku secara Internasional, yang meliputi prinsip-prinsip perilaku 

dan aturan perilaku yang mengatur integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi; 

6.1. Integritas. 

Auditor Internal memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (Trust) yang 

menjadi dasar untuk membuat (Judgement) yang handal. 

Aturan Perilaku: 

6.1.1. Bekerja dengan jujur, tekun dan bertanggung jawab; 

6.1.2. Mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sebagaimana yang diatur 

oleh hukum dan profesi; 

6.1.3. Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau kegiatan       

apapun yang mencemarkan profesi Auditor Internal atau Perseroan; 

6.1.4. Menaruh hormat dan ikut berperan dalam pencapaian tujuan Perseroan yang 

etis dan telah sesuai dengan hukum. 

 

6.2. Obyektivitas 

 Auditor Internal menunjukkan obyektivitas yang tinggi sesuai dengan standar 

dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang 

aktivitas atau proses yang sedang diaudit. Auditor Internal melakukan penilaian 

secara seimbang (balanced) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan 

dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain, dalam membuat 

pendapat (judgment). 

 

Aturan Perilaku: 

6.2.1 Tidak terlibat dalam kegiatan operasional Perseroan yang dapat 

mengurangi atau dianggap mengurangi obyektivitas Auditor Internal dalam 
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melakukan penilaian, termasuk dalam aktivitas atau hubungan yang dapat 

menimbulkan benturan kepentingan; 

6.2.2 Tidak menerima apa pun yang dapat melemahkan atau dianggap 

melemahkan pertimbangan profesional; 

6.2.3 Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang apabila tidak 

diungkapkan dapat menyebabkan distorsi pelaporan atas aktivitas yang 

diaudit. 

 

6.3. Kerahasiaan 

 Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima 

dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang 

kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi 

tersebut. 

Aturan Perilaku: 

6.3.1. Bertindak hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang 

diperoleh pada saat melaksanakan tugas; 

6.3.2. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara 

apapun yang bertentangan dengan hukum atau mengganggu pencapaian 

sasaran Perseroan yang etis dan berlegitimasi. 

 

6.4. Kompetensi 

Auditor Internal menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang 

diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. 

Aturan Perilaku: 

6.4.1. Hanya terlibat dalam audit apabila memiliki pengetahuan, keahlian dan 

pengalaman yang diperlukan dalam audit tersebut; 

6.4.2. Melaksanakan fungsi pengawasan Intern sesuai dengan standar praktik 

profesional internal audit;  

6.4.3. Senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kualitas dari jasa 

yang diberikan. 
 

 

7. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 

7.1. Tugas dan Tanggung Jawab  Auditor Internal: 

Auditor Internal memegang peranan sebagai third line of defense yang memastikan 

pengendalian internal di setiap line of defense pada lingkungan Perseroan yang 

bersangkutan semakin kuat dan efektif untuk mengamankan investasi dan aset 

Perseroan. Membantu Direktur Utama dalam menjalankan tanggung jawabnya 

terutama dalam masalah pemeriksaan internal bidang operasional dan keuangan 

untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku di Perseroan serta pengelolaan 

proyek berjalan sesuai dengan harapan Perseroan. Pemeriksaan Internal dilakukan 

secara berkala sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (atau Program 

Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan “PKPT”). 

Secara umum tugas dan tanggung jawab  Auditor Internal adalah sebagai berikut : 

7.1.1. Menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko termasuk anggaran 

biaya yang berkaitan dengan audit dan non audit. Dalam penyusunan PKPT, 

Kepala  Auditor Internal meminta arahan kepada Direktur Utama dan 

mempertimbangkan arahan – arahan Dewan Komisaris cq. Komite Audit 

(jika ada); 
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7.1.2. Melakukan penyusunan dan pengkajian Piagam Internal Audit secara 

periodik; 

7.1.3. Kepala  Auditor Internal meminta persetujuan PKPT kepada Direktur 

Utama;  

7.1.4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas 3E (Ekonomis efisiensi dan 

efektivitas), di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya 

manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya sesuai 

dengan PKPT;  

7.1.5. Melaksanakan evaluasi atas sistem, prosedur, Work Instruction, serta 

kebijakan operasi Perseroan yang dilakukan secara kesinambungan; 

7.1.6. Melakukan kajian untuk mengetahui akar permasalahan atas terjadinya 

penyimpangan, melaksanakan pemeriksaan dalam lingkup audit 

operasional, keuangan, Compliance dan khusus (investigasi atas permintaan 

Direktur Utama); 

7.1.7. Menyampaikan antara lain: tujuan audit, dasar pelaksanaan audit, peran dan 

kode etik Auditor (misal Independensi), dan lain-lain; pada saat opening 

meeting pelaksanaan Audit Internal. 

7.1.8. Melakukan penilaian kecukupan atas sistem pengendalian intern Perseroan 

yang antara lain sebagai dasar Direksi (Direktur Utama dengan Direktur 

Keuangan dan Manajemen Risiko) dalam memberikan sertifikasi terhadap 

laporan keuangan tahunan  

7.1.9. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem 

manajemen risiko sesuai kebijakan Perseroan serta pengelolaan obyek yang 

diperiksa; 

7.1.10. Memberikan usulan perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan 

yang diperiksa kepada Direktur Utama/semua tingkat manajemen; 

7.1.11. Menyiapkan dan mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan; 

7.1.12. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan ke 

Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 

7.1.13. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut 

(rekomendasi) perbaikan yang telah disarankan. Penanggung jawab 

memonitor pelaksanaan tindaklanjut adalah Ketua Tim; 

7.1.14. Bekerja sama dengan Komite Audit. Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan 

berdasarkan undangan dari komite; 

7.1.15. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; 

7.1.16. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan 

Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat; 

7.1.17. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan; 

7.1.18. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang 

signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris; 

7.1.19. Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan maupun jasa konsultasi 

yang obyektif kepada Manajemen dan unit kerja lainnya berkaitan dengan 

fungsi pengawasan; 

7.1.20. Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik 

pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional; 

7.1.21. Menyusun Program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang 

dilakukannya; 

7.1.22. Memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan intern sesuai dengan standar 

profesional audit intern dan kode etik audit intern; 
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7.1.23. Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan 

kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Auditor Internal; 

7.1.24. Melaksanakan program jaminan kualitas dan program peningkatan fungsi 

audit internal yang mencakup semua aspek kegiatan audit internal termasuk 

evaluasi kesesuaian terhadap kode etik dan Standar. Kepala  Auditor Internal 

melaporkan secara berkala hasil dari program jaminan kualitas dan program 

peningkatan audit internal dan memastikan Penilaian atau assessment 

dilakukan oleh assessor independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 

(lima) tahun serta mengukur kepuasan pelanggan akan kinerja  Auditor 

Internal melalui aplikasi survey setiap tahun; 

7.1.25. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk 

aktivitas pengawasan intern: 

a. Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada 

anggota Auditor Internal mengingat penggunaan jasa ahli pihak ekstern 

bersifat sementara; 

b. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhi independensi dan 

objektivitas fungsi Auditor Internal; dan 

c. Pihak eksternal mematuhi Piagam Auditor Internal Perseroan. 

7.1.26. Bersama – sama dengan Divisi  Finance & Accounting, menjadi counterpart 

dalam pelaksanaan General Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP); 

7.1.27. Bersama-sama dengan Biro  Corporate Secretary, menjadi counterpart saat 

dilakukan assessment penerapan GCG oleh Assessor Independen; 

7.1.28. Melakukan self assessment penerapan GCG setiap 2 (dua) tahun sekali; 

7.1.29. Bekerja sama dengan  Biro Corporate Secretary memonitor pelaksanaan 

rekomendasi hasil assessment dan self assessment GCG; 

7.1.30. Melaksanakan monitoring rekomendasi audit eksternal baik Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) maupun KAP atau assesor eksternal lain yang 

menjadi tanggung jawab  Auditor Internal; 

7.1.31. Melakukan internalisasi dan sosialisasi dalam upaya membangun sistem 

pencegahan anti korupsi di dalam lingkungan Perseroan, melalui 

implementasi pencegahan korupsi yang sistematis sesuai SNI ISO 

37001:2016 tentang SMAP; 

7.1.32. Secara berkala mengadakan koordinasi dan pembinaan audit ke seluruh  

Auditor Internal Anak Perusahaan Perseroan dalam rangka peningkatan 

kompetensi dan memastikan konsep pengawasan yang sama telah diterapkan 

di Anak Perusahaan Perseroan. 

7.1.33. Penjabaran atas tahapan pelaksanaan audit internal disampaikan dalam suatu 

Prosedur/Work Instruction. 

 

7.2. Wewenang 

 Auditor Internal atas persetujuan Direktur Utama mempunyai wewenang: 

7.2.1. Menyusun merevisi dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan audit internal 

(program audit) termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup 

pelaksanaan pekerjaan audit; 

7.2.2. Melakukan pemeriksaan dan meminta data / fakta-fakta pendukung dari 

lapangan terhadap obyek yang telah ditetapkan. Auditee wajib 

menyampaikan data yang diminta Auditor; 

7.2.3. Mengakses informasi yang relevan tentang Perusahaan/Obyek obyek yang 

diperiksa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya; 
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7.2.4. Melakukan klarifikasi dan wawancara dengan pejabat/petugas terkait. 

7.2.5. Melakukan koordinasi dan pendampingan kegiatan AUDITOR INTERNAL 

dengan kegiatan auditor eksternal; 

7.2.6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, 

dan atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan 

atau Komite Audit. 

7.2.7. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan 

Komisaris, dan atau Komite Audit. 

7.2.8. Melakukan pengawasan internal atas semua area, kegiatan operasional dan 

bisnis Perseroan serta dapat berkoordinasi dengan fungsi pengawasan 

internal lainnya pada Anak Perusahaan yang bersangkutan, dimana dalam 

pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan tata kelola yang berlaku; 

7.2.9. Dalam hal kompetensi maupun jumlah auditor internal tidak mencukupi 

untuk melakukan tugas audit sesuai prioritas risiko yang ada; Kepala  

AUDITOR INTERNAL berwenang untuk mengajukan tambahan tenaga 

auditor atau tenaga ahli secara outsourcing/co-sourcing kepada Direktur 

Utama. 

 

8. PELAPORAN 

8.1 Auditor Internal secara periodik baik triwulanan maupun tahunan membuat Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan  Auditor Internal baik audit maupun non audit maksimal 1 

(satu) bulan setelah periode tersebut berakhir serta melaporkannya kepada Direktur 

Utama dan Dewan Komisaris; 

8.2 Auditor Internal setiap melaksanakan pemeriksaan harus menuangkan hasil 

pemeriksaannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang pada intinya berisi 

tentang: 

- Obyek Pemeriksaan  

- Tujuan Pemeriksaan  

- Referensi 

- Hasil Pemeriksaan Evaluasi Kecukupan Sistem Pengendalian Intern 

- Analisa dan Kesimpulan Pemeriksaan 

- Usulan Perbaikan 

8.3 LHP dibuat serta ditanda tangani oleh Auditor dan disetujui oleh Kepala  Auditor 

Internal; 

8.4 LHP dilaporkan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris; 

8.5 Hasil Pemeriksaan  Auditor Internal dibahas di Rapat Direksi; 

8.6 Administrator membantu Auditor Internal untuk memonitor pelaksanaan tindak 

lanjut usulan perbaikan yang disampaikan dalam LHP; dan untuk proses verifikasi 

secara berkala Administrator mengonsultasikan hasil monitoring ke Auditor yang 

bersangkutan. Rekap monitoring tindak lanjut usulan perbaikan tersebut 

disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan  Auditor Internal. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Piagam Internal Audit ini disusun dan bersifat mengikat bagi setiap anggota  Auditor Internal, 

serta berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan/ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi 

Perseroan.  

 

Direksi melalui Auditor Internal dapat melakukan evaluasi dan menyempurnakan Piagam 

Internal Audit ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dengan adanya persetujuan terlebih 

dahulu dari Dewan Komisaris dan Direksi. 

 

   Bekasi, 16 Januari 2024 

                  PT PP Presisi Tbk 
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 : No Dasar Tentang Uraian Analisa 

ANALISA 
 

I PERMEN BUMN 2/23 

1 BAB I 
KETENTUAN 
UMUM 
Ps. 1 

Definisi 30. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI 
adalah unit kerja dalam organisasi BUMN yang menjalankan 
fungsi Audit Intern dan diketuai oleh kepala SPI. 

1. Perseroan merupakan suatu badan hukum anak 
perusahaan BUMN; 

2. Perseroan telah menetapkan struktur organisasi yang 
membidangi sebagai Satuan Pengawasan Intern yaitu 
Biro Internal Audit; 

 
Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalam hal Perseroan 
akan melaksanakan pengawasan intern, Perseroan perlu 
memperhatikan ketentuan dalam PERMEN BUMN 2/23 ini. 

2 Paragraf 6 
Pengawasan 
Intern 
Ps. 29 

Ketentuan 
Pengawasan 

Pasal 29 
(1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern. 
(2) Dalam rangka menyelenggarakan pengawasan intern 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib 
membentuk SPI dan membuat piagam pengawasan intern. 
(3) Fungsi penyelenggaraan pengawasan intern sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai 
berikut: 
a. evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, 
Manajemen Risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan perusahaan; 
b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di 
bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, 
teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; 
(4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur 
utama berdasarkan mekanisme internal BUMN dengan 
persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 

Berdasarkan ketentuan ini, dalam pelaksanaan 
pengawasan internal, Perseroan perlu memperhatikan hal-
hal sebagai berikut: 
1. Direksi menetapkan SPI/Biro IA dan membuat piagam 

pengawasan; 
2. Melaksanakan fungsi penyelenggaraan pengawasan 

sebagaimana yang dipersyaratkan; 
3. Menetapkan kepala SPI/VP-IA; 
4. Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi 

pengawasan intern kepada Dewan Komisaris yang 
dibantu oleh SPI/Biro IA; 

5. Melaksanakan evaluasi dan menjaga fungsi 
pengawasan internal di Perseroan. 



(5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi 
pengawasan intern kepada Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas. 
(6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi 
pengawasan intern di BUMN. 

3 Ps. 57 Kewenangan Dewan 
Komisaris 

Pasal 57 
(1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagai organ 
pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
huruf a memiliki fungsi: 
a. Manajemen Risiko; 
b. Audit Intern; dan 
c. Tata Kelola Terintegrasi. 
(2) Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas memiliki wewenang, tugas, 
dan tanggung jawab: 
a. melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan serta 
strategi Manajemen Risiko; 
b. melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas 
pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan 
c. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat 
terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran 
dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. 
(3) Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab: 
a. memastikan bahwa Direksi BUMN dan Anak Perusahaan 
BUMN memiliki SPI yang menjalankan fungsi Audit Intern; 
b. memberikan persetujuan atas pengangkatan dan 
pemberhentian kepala SPI yang diusulkan oleh Direksi; 
c. memastikan SPI memiliki akses terhadap informasi 
dan/atau data mengenai BUMN yang perlu untuk 
melaksanakan tugasnya; 
d. memberikan persetujuan atas piagam Audit Intern 
(internal audit charter) yang diusulkan oleh Direksi 
dengan memperhatikan usulan dari SPI; 
e. mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian 
Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SPI paling 
sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; 
f. menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal 
untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SPI (quality 
assurance review) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun; 
dan 

Bahwa berdasarkan ketentuan bunyi pasal, sebelumnya 
Perseroan telah memiliki Piagam Satuan Pengawas Intern. 
Namun dikarenakan adanya perubahan ketentuan 
peraturan dan kebijakan internal Perseroan, maka dalam 
penyusunan Piagam Auditor Internal ini Perseroan melalui 
Biro Internal Audit perlu memperhatikan ketentuan 
PERMEN BUMN 2/23 yaitu sebagai berikut: 
1. Biro Audit Internal yang membidangi pengawasan 

internal Perseroan wajib mengkaji dan menyusun 
Piagam secara periodik; 

2. Penyusunan Piagam Internal Audit merupakan 
tanggung jawab yang dibawahi oleh Direksi Perseroan; 

3. Sebelum ditetapkan atau disahkan Piagam Internal 
Audit, Direksi wajib mendapatkan persetujuan dari 
Dewan Komisaris. 

 



g. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat 
terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran 
dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. 
(4) Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas memiliki wewenang, tugas, dan 
tanggung jawab: 
a. melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Tata Kelola 
Terintegrasi; 
b. mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak 
Perusahaan BUMN agar selaras dengan kebijakan 
Manajemen Risiko BUMN Induk; 
c. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 
BUMN Induk, serta memberikan arahan atau nasihat kepada 
Direksi BUMN Induk atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola 
Terintegrasi; 
d. mengevaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan 
mengarahkan untuk penyempurnaan; 
e. mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak 
Perusahaan BUMN agar selaras dengan kebijakan Tata 
Kelola Terintegrasi BUMN Induk dan Anak Perusahaan 
BUMN; dan 
f. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat 
terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. 

4 Ps. 64 Tugas & Tanggung 
Jawab Internal 
Auditor 

Pasal 64 
SPI sebagai organ pengelola Risiko sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 huruf h memiliki fungsi Audit 
Intern dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab: 
a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BUMN 
terkait dengan tugas dan fungsi SPI; 
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, 
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan komite audit; 
c. melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan 
insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas, dan komite audit; 
d. melakukan koordinasi kegiatan dengan Auditor Eksternal; 
e. memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang 
bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada 
saat pelaksanaan kegiatan operasional; 
f. memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan intern sesuai 
dengan standar profesional Audit Intern dan kode etik Audit 
Intern; 



g. melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten 
sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan 
tugas SPI; 
h. memastikan anggota SPI mengikuti pengembangan 
profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan 
perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha BUMN; 
i. melakukan penyusunan dan pengkajian piagam Audit 
Intern secara periodik; 
j. melakukan penyusunan rencana audit tahunan dan alokasi 
anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan intern; 
k. memastikan pelaksanaan pengawasan intern sesuai 
dengan rencana; 
l. melaporkan temuan yang signifikan kepada direktur utama 
dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk dilakukan 
tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat; 
m. memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan; 
n. melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas 
temuan yang signifikan kepada direktur utama dan Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas; 
o. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data BUMN terkait 
dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Intern, 
kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan; 
p. menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu 
menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
q. memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak 
eksternal untuk aktivitas pengawasan intern: 
1. terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak 
eksternal kepada anggota SPI mengingat penggunaan jasa 
ahli pihak ekstern bersifat sementara; 
2. penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhi 
independensi dan objektivitas fungsi SPI; dan 
3. pihak eksternal mematuhi piagam Audit Intern BUMN; 
r. melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan 
pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata 
kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan dan kebijakan perusahaan; 
s. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan 
efektivitas di bidang keuangan, komersial, operasional, 
sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan 
lainnya; 
t. sebagai SPI BUMN Induk: 
1. menentukan strategi pelaksanaan Audit Intern Anak 
Perusahaan BUMN; 



2. merumuskan prinsip Audit Intern yang mencakup 
metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian 
mutu; dan 
3. memantau pelaksanaan Audit Intern pada masing- masing 
Anak Perusahaan BUMN. 

 Ps. 70 Kewajiban Pengurus 
Perseroan 

Pasal 70 
(1) Untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini, Direksi 
dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN wajib 
menyusun dan/atau menyesuaikan pedoman internal, 
struktur organisasi dan fungsi serta organ pengelola Risiko 
sesuai dengan karakteristik perusahaan dan batas 
kewenangannya. 
(2) Pedoman internal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), paling kurang meliputi: 
a. piagam Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; 
b. piagam Direksi; 
c. piagam Manajemen Risiko; 
d. piagam Audit Intern; 
e. tata hubungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN 
Induk dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Anak 
Perusahaan BUMN; dan 
f. peraturan pelaksanaan perusahaan lainnya.  
(3) Penyusunan dan/atau penyesuaian kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah 
diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 
Peraturan Menteri ini diundangkan. 
(4) Dalam hal BUMN tidak menyusun dan melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 
1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUMN 
wajib memberikan penjelasan atas tidak dilaksanakannya 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
(5) Penjelasan atas tidak dilaksanakannya kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat 
penyebab dan rencana pemenuhan dan/atau penyesuaian 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

1. Bahwa sebelumnya pada tahun 2022 Perseroan telah 
memiliki Piagam satuan pengawasan Intern yang telah 
disesuaikan dengan peraturan perundangan terkait; 

2. Bahwa pada RUPS Tahun Buku 2022 tanggal 20 April 
2023, Perseroan telah mendapatkan persetujuan atas 
ratifikasi PERMEN BUMN 2/23 dari para pemegang 
saham Perseroan; 

3. Bahwa Perseroan perlu menyesuaikan pedoman 
Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang 
diwajibkan oleh PERMEN BUMN 2/23. 

 
Berdasarkan ketentuan di atas, maka Perseroan perlu 
menyesuaikan dengan ketentuan sesuai bunyi pasal. 

II POJK 56/15 

1. BAB III 
PIAGAM AUDIT 
INTERNAL 
Ps. 9 

Ketentuan 
Penyusunan Piagam 
Audit Internal 

Pasal 9 
Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam 
Audit Internal yang paling sedikit memuat: 
a. struktur dan kedudukan Unit Audit Internal; 
b. tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; 
c. wewenang Unit Audit Internal; 
d. kode etik Unit Audit Internal yang mengacu pada kode etik 
yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di 

1. Perseroan merupakan Perseroan terbatas berbentuk 
perusahaan publik; 

2. Perseroan memiliki unit yang membidangi 
pengawasan internal; 

3. Sebelumnya Perseroan telah memiliki Piagam Auditor 
Internal; 



Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku 
secara internasional; 
e. persyaratan auditor internal dalam Unit Audit Internal; 
f. pertanggungjawaban Unit Audit Internal; dan 
g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor internal 
dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan 
kegiatan operasional perusahaan baik di Emiten atau 
Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya. 

4. Bahwa dengan adanya peraturan perundangan baru 
dan perubahan kebijakan internal Perseroan, maka 
Perseroan perlu menyesuaikannya. 

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam hal Perseroan akan 
melakukan penyusunan perubahan Piagam Auditor Internal, 
Perseroan perlu memperhatikan ketentuan isi piagam 
sesuai bunyi pasal. 

2. Ps. 10 Persetujuan Piagam Pasal 10 
Piagam Unit Audit Internal ditetapkan oleh Direksi setelah 
mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 

Dalam hal Perseroan akan menetapkan perubahan Piagam 
Auditor Internal, Perseroan melalui Direksi perlu 
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan 
Komisaris. 

III AD PPRE 

1. Ps. 16 Ay. 2 
huruf a angka 1 

Kewenangan Direksi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 pasal ini, maka :  
a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: 
a.1.   Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat 
dalam kepengurusan Perseroan; 

Dalam hal Perseroan akan menetapkan perubahan atas 
Piagam Auditor Internal ini, perlu memperhatikan prosedur 
internal Perseroan. 

2. Ps. 19 Ay. 1 Kewajiban Dewan 
Komisaris 

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan 
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya 
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan 
maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi 
serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk  
pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang 
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan 
serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan Keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-
undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan. 

Berdasarkan ketentuan ini, terkait penyusunan perubahan 
Piagam Auditor Internal, Dewan Komisaris perlu melakukan 
pengawasan terhadap piagam Auditor Internal Perseroan. 

3. Ps. 19 Ay. 1 
huruf a angka 
romawi iv 

Kewenangan Dewan 
Komisaris 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini, maka :  
a. Dewan Komisaris berwenang untuk:  
iv. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah 
dan akan dijalankan oleh Direksi; 

Dalam hal Perseroan akan menetapkan perubahan Piagam 
Auditor Internal, Direksi perlu menyampaikan 
pemberitahuan kepada Dewan Komisaris. 

4. Ps. 19 Ay. 6 Kewajiban Direksi 
dan Dewan 
Komisaris 

6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib 
menyusun:  
a.  pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan 
Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.  
b.   kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang 
berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota 
Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang 
dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

Dalam proses penyusunan Piagam Internal Auditor, Direksi 
perlu menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk 
selanjutnya dapat didiskusikan bersama terkait isi piagam. 



KESIMPULAN 

No Perihal Dasar Hukum Uraian RTL 

1. Penetapan 
Piagam Auditor 
Internal 

PERMEN BUMN 2/23  1. Perseroan merupakan suatu badan hukum anak perusahaan BUMN; 
2. Perseroan telah menetapkan struktur organisasi yang membidangi sebagai Satuan 

Pengawasan Intern yaitu Biro Internal Audit; 
3. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib memiliki Piagam Auditor 

Internal; 
 
Berdasarkan ketentuan ini, dalam pelaksanaan pengawasan internal, Perseroan perlu 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Direksi menetapkan SPI/Biro IA dan membuat piagam pengawasan; 
2. Melaksanakan fungsi penyelenggaraan pengawasan sebagaimana yang 

diprasyaratkan; 
3. Menetapkan kepala SPI/VP-IA; 
4. Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Dewan 

Komisaris yang dibantu oleh SPI/Biro IA; 
5. Melaksanakan evaluasi dan menjaga fungsi pengawasan internal di Perseroan. 
 
Lebih lanjut, bahwa sebelumnya Perseroan telah memiliki Piagam Satuan Pengawas Intern. 
Namun dikarenakan adanya perubahan ketentuan peraturan dan kebijakan internal 
Perseroan, maka dalam penyusunan Piagam Auditor Internal ini Perseroan melalui Biro 
Internal Audit perlu memperhatikan ketentuan PERMEN BUMN 2/23 yaitu sebagai berikut: 
1. Biro Audit Internal yang membidangi pengawasan internal Perseroan wajib mengkaji 

dan menyusun Piagam secara periodik; 
2. Penyusunan Piagam Internal Audit merupakan tanggung jawab yang dibawahi oleh 

Direksi Perseroan; 
3. Sebelum ditetapkan atau disahkan Piagam Internal Audit, Direksi wajib mendapatkan 

persetujuan dari Dewan Komisaris. 

Berdasarkan uraian tersebut, Perseroan khususnya unit 
yang membidangi pengawasan intern di lingkungan 
Perseroan, wajib menyusun piagam dengan tetap 
memperhatikan ketentuan sebagaimana PERMEN 
BUMN 2/23. 

2. Proses 
Penyusunan 
Draft Piagam  

PERMEN BUMN 2/23 
& POJK 56/15 

1. Dalam menetapkan Piagam Auditor Internal, Direksi Perseroan perlu mendapatkan 
persetujuan dari Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan usulan dari Biro 
Internal Audit; 

2. Dalam penyusunan Piagam Internal Audit yang wajib berisikan poin-poin, paling sedikit 
terkait: 
a. struktur dan kedudukan Unit Audit Internal; 
b. tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; 
c. wewenang Unit Audit Internal; 
d. kode etik Unit Audit Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh 

asosiasi Audit Internal atau yang berlaku secara internasional; 
e. persyaratan auditor internal dalam Unit Audit Internal; 
f. pertanggungjawaban Unit Audit Internal; dan 
g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor internal baik di Emiten atau 

Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya. 

1. Dalam melakukan penyusunan, Direksi dan Biro 
Internal Audit wajib memperhatikan ketentuan 
dalam PERMEN BUMN 2/23 dan POJK 56/15; 

2. Dalam proses penetapan Piagam Auditor Internal, 
Perseroan perlu melakukan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Direksi perlu menerbitkan SKDR/SKR atas 

penyusunan Piagam; 
b. Direksi perlu menyusun piagam sesuai 

peraturan perundangan; 
c. Direksi perlu menyampaikan permohonan 

persetujuan kepada Dewan Komisaris, 
berikut dilampirkan Draft Pedoman Sistem 
Pengendalian Intern. 

 


